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M. Rizal Rafsanjani, 2025. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kutai Timur yang Terdaftar Dalam KPP Pratama Bontang. Dibimbingan oleh Ibu Yunita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner berskala likert. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang merupakan wajib pajak di wilayah Kutai Timur. Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM yang diolah dengan aplikasi SmartPLS 4.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak




ABSTRACT
M. Rizal Rafsanjani, 2025. The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance in Kutai Timur Registered at KPP Pratama Bontang. Supervised by Ms. Yunita. This study aims to determine the extent to which taxpayer awareness, tax knowledge, and tax sanctions affect the compliance of individual taxpayers. A quantitative approach was employed, using primary data collected through a likert scale questionnaire. The sample consisted of 100 respondents who are registered individual taxpayers in the Kutai Timur region. Data analysis was conducted using the PLS-SEM method through the SmartPLS 4.0 application. The findings reveal that tacpayer awareness and tax sanctions have a positive and significant influence on individual taxpayer compliance. In contrast, tax knowledge does nit have a significant impact on compliance.
Keyword: Individual Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions 
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[bookmark: _Hlk167995852]	Pajak menjadi salah satu sumber utama pendanaan pembangunan nasional yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasional, antara lain pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, pengadaan fasilitas umum, serta mendukung pelaksanaan program-program strategis negara. Pajak juga memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah serta mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pencapaian target penerimaan negara menjadi prioritas utama pemerintah dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara adalah pajak penghasilan. 
	Dalam konteks penelitian ini, fokus diarahkan kepada Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi merupakan individu yang memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak atas penghasilan yang diperoleh, seperti gaji, honorarium, serta imbalan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan penerimaan negara karena cakupannya yang luas dan langsung menyentuh sebagian besar penduduk usia produktif, yaitu mereka yang bekerja dan memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran dan pelaporan pph 21 sangat penting untuk menunjang sistem perpajakan yang berkelanjutan (Ramadhan et al., 2022). 
	Meskipun pajak penghasilan (PPh) pasal 21 juga memberikan peran yang signifikan terhadap penerimaan negara, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kesadaran akan pentingnya perpajakan, terbatasanya pemahaman tentang perpajakan, serta kurangnya ketegasan dan konsistensi sanksi pajak yang diberikan ke wajib pajak yang tidak patuh dengan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan kesadaran akan pentingnya membayar pajak, meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pengetahuan pajak, pentingnya untuk memberikan ketegasan dan konsistensi dalam penerapan sanksi pajak, serta memastikan penegakan hukum yang konsisten untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditandai dengan kesediaan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, tanpa harus melalui pemeriksaan, investigasi, sanksi hukum, atau paksaan dari pihak berwenang (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).

	Mengingat pentingnya pajak penghasilan sebagai sumber utama penerimaan negara, pemerintah Indonesia menerapkan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk secara mandiri mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan serta menanam kepercayaan dan tanggung jawab dalam diri wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, pada kenyataanya sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perpajakan, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Tidak konsistennya dalam penerapan sanksi pajak berpotensi mengurangi efek jera dan melemahkan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah strategis berupa peningkatan kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, serta penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten guna memastikan efektivitas self-assessment system dan mendorong kepatuhan perpajakan secara menyeluruh (Qomariyah & Riduwan, 2023).
	Dalam kurung waktu 6 tahun terakhir kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di wilayah Kutai Timur masih tergolong belum stabil. Dengan detail informasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 WP OP Kutai Timur yang Terdaftar di KPP Pratama Bontang
	Tahun
	WP OP Terdaftar
	WP OP 
Efektif
	Pelaporan SPT WP OP
	Persentase Kepatuhan WP OP

	2019
	21.123
	7.691
	14.767
	69,91%

	2020
	22.595
	6.873
	21.274
	94,15%

	2021
	23.786
	6.604
	23.264
	97,81%

	2022
	25.853
	6.525
	23.375
	90,42%

	2023
	30.122
	8.497
	26.057
	86,53%

	2024
	38.201
	9.753
	24.508
	64,16%


Sumber: KPP Pratama Bontang
Berdasarkan data yang disajikan, pada tahun 2019 hingga 2024 telah terjadi fenomena yang mengindikasikan berbagai permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kutai Timur yang terdaftar dalam KPP Pratama Bontang. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, yaitu dari 21.123 wajib pajak pada tahun 2019 menjadi 38.201 wajib pajak pada tahun 2024. Meski demikian, peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tersebut tidak dibersamain dengan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi yang efektif. Bahkan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 jumlah wajib pajak efektif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. 
Selain itu, pelaporan SPT dan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kutai Timur cenderung menunjukkan tren yang tidak konsisten setiap tahunnya. Meskipun jumlah wajib pajak terdaftar meningkat, namun pelaporan SPT menunjukkan adanya penurunan. Seperti data pada tabel diatas, jumlah pelaporan SPT yang tercatat sebanyak 26.057 pada tahun 2023 menurun menjadi 24.508 pada tahun 2024, meskipun jumlah wajib pajak efektif mengalami peningkatan pada periode yang sama. Disisi lain, tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan penurunan yang signifikan, khususnya dari 97,81% pada tahun 2021 menjadi hanya 64,16% pada tahun 2024. Keadaan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat wajib pajak yang telah terdaftar tetapi tidak aktif atau tidak konsisten memenuhi tanggung jawab pepajakannya. Fenomena ini mencerminkan adanya tantangan yang cukup kompleks dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Kutai Timur. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat melalui peningkatan kesadaran wajib pajak, memberikan pemahaman yang memadai terkait ketentuan perpajakan, dan penegasan informasi mengenai sanksi pajak yang berlaku, guna mendorong partisipasi aktif dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara konsisten.
Permasalahan ini bisa terjadi karena beberapa hal, seperti kurangnya kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, yang mana wajib pajak masih beranggapan bahwa membayar pajak hanya memberikan beban finansial bagi wajib pajak tersebut tanpa adanya manfaat secara langsung. Selain itu, kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai hal perpajakan dimana masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami cara mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Terkadang, wajib pajak juga merasa belum wajib dalam melakukan perpajakan karena penghasilannya yang dianggap kecil. Padahal, pemahaman perpajakan itu penting untuk setiap warga negara, terlepas dari besarnya penghasilan yang wajib pajak dapatkan. Disamping itu, kurangnya ketegasan dan konsistensi dalam penerapan sanksi pajak atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Dalam situasi ini akan menciptakan persepsi di kalangan wajib pajak bahwa sanksi pajak yang ada tidak perlu ditakuti, karena penegakannya yang tidak tegas dan konsisten. Akibatnya, wajib pajak tidak memiliki rasa takut atau efek jera terhadap sanksi yang seharusnya diberikan, karena penerapan sanksi pajak dinilai tidak tegas dan konsisten. Dari penjelasan tersebut menjadi suatu faktor yang turut mempengaruhi kondisi terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak dan berpotensi untuk menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya edukasi yang mudah dipahami, pendampingan langsung bagi wajib pajak, dan penggunaan teknologi yang mudah digunakan. Penting juga untuk disampaikan bahwa jika seseorang tidak melaporkan atau membayar pajak dengan benar, maka akan dikenakan sanksi, yang berupa denda atau sanski lainnya sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perpajakan. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan masyarakat akan lebih serius dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Sehingga kepatuhan wajib pajak diperlukan guna menjaga stabilitas penerimaan negara. Selain itu, dengan melalui sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan memberikan manfaat luas. Oleh karena itu, kepatuhan pajak berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan nasional, mengingat pajak penghasilan berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui wajib pajak pribadi atau badan (Annisah & Susanti, 2021).
Perlu diketahui bahwa penelitian terdahulu mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi perdebatan. Peneliti yang dilakukan oleh Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh peneliti Ida & Jenni, (2021) yang mengungkapkan bahwa justru kesadaran wajib pajak memiliki nilai yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pada variabel pemahaman perpajakan yang dilakukan oleh peneliti Rachmawati & Hzryati (2021) berdasarkan hasil data peneltiannya, menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Permata & Zahro (2022) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Disisi lain, pada variabel sanksi pajak, penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021) serta Rorong et al. (2017) menunjukkan hasil yang sama, yaitu bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Sulastiningsih et al. (2023) dan Nasrun & Adil (2022) menunjukkan hasil yang sebaliknya, dimana sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara keseluruhan, perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih menjadi perdebatan dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Meskipun demikian, kepatuhan wajib pajak tetap menjadi aspek penting dalam sistem perpajakan yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak.
Perlu diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib bagi orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan tanpa paksaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaea langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak menjadi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang, bersifat memaksa, dan tidak dapat dihindari oleh wajib pajak (Lende et al., 2021). 
Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Wilestari & Ramadhani, 2020) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak mengacu pada kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh tanggung jawab perpajakannya dan menegaskan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendorong penerimaan negara. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi penerimaan negara karena mempengaruhi stabilitas perekonomian negara. Peningkatan kepatuhan perpajakan akan berdampak pada semakin optimalnya penerimaan negara dari perpajakan, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendanai pembangunan nasional, meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan stabilitas perekonomian. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan setiap wajib pajak benar-benar membantu mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, keberlanjutan dan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan sangat penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Sari & Ompusunggu, 2023)
Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Salah satu faktor tersebut adalah kesadaran wajib pajak, yaitu kondisi dimana wajib pajak memiliki rasa kesadaran yang kuat terhadap perpajakan dan cenderung untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara sukarela. Dengan demikian, wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang kuat dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara langsung akan meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memahami, menghargai, dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku, menunjukkan niat dan komitmen yang tulus dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya (Hidayat & Gunawan., 2022).
Kesadaran dalam perpajakan berarti wajib pajak tidak hanya mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, namu juga sungguh-sungguh menghormati dan menaati peraturan tersebut dengan penuh tanggung jawab mereka, termasuk pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Namun, pengetahuan saja tidak cukup, wajib pajak juga harus menyadari pentingnya pajak sebagai sumber pendanaan bagi perkembangan negara, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, kesadaran dalam perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak mempunyai keinginan dan niat yang tulus untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya secara akurat dan benar, tanpa adanya tekanan dari luar. Mereka secara sukarela melaporkan dan membayar pajak, menganggapnya sebagai kewajiban warga negara. Kesadaran wajib pajak dalam hal ini mencakup pengetahuan, rasa hormat, dan komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, pentingnya peran pajak bagi negara dan masyarakat
Selain kesadaran wajib pajak, faktor lain yang turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah pemahaman perpajakan. Pemahaman perpajakan mengacu pada tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, undang-undang perpajakan, serta tata cara perpajakan. Wajib pajak yang mempunyai pemahama yang baik tentang perpajakan umumnya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemahaman perpajakan yang kuat dapat membantu meminimalkan kemungkinan ketidakpatuhan perpajakan. Dengan adanya pemahaman perpajakan yang memadai, wajib pajak akan menyadari pentingnya pajak bagi keberlangsungan negara serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban pajaknya (Zahrani, 2019).
Oleh karena itu, dengan pemahaman yang kuat tentang perpajakan, wajib pajak tidak hanya menyadari tanggung jawabnya tetapi juga pentingnya memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini mendorong rasa kewajiban yang lebih kuat dan dorongan intrinstik untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan. Sebaliknya, kurangnya pemahaman seringkali menjadi penyebab utama rendahnya tingkat kepatuhan, karena wajib pajak mungkin merasa bingung atau ragu untuk memenuhi tanggung jawabnya jika mereka tidak memahami proses atau manfaat yang diperoleh. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi perpajakan yang efisien sangat penting dalam menumbuhkan pemahaman menganai perpajakan. Seiring dengan berkembangnya pemahaman perpajakan, hal ini secara alami akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Di samping faktor kesadaran dan pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas diperlukan sebagai alat pengawasan dan penegakkan kepatuhan dalam sistem perpajakan. Menurut peneliti Alief Rahmawati et al (2022) sanksi perpajakan merupakan faktor penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Penegakkan sanksi perpajakan menjadi faktor kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi ini dijatuhkan untuk memastikan wajib pajak merasakan efek jera dan menghindari mengulangi pelanggaran yang sama. Undang-undang perpajakan secara umum mencakup serangkaian ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban wajib pajak, serta perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dalam sistem perpajakan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini. Penting untuk menerapkan hukuman yang sesuai bagi mereka yang melanggarnya
Peneliti Nurfaza (2020) menungkapkan bahwa peraturan perpajakan mencakup dua kategori sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif terdiri atas bunga, denda, dan sanksi pajak tambahan yang dikenakan apabila wajib pajak mengalami keterlambatan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Sanksi ini dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera untuk mendorong wajib pajak agar lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, terdapat sanksi pidana yang dikenakan untuk pelanggaran perpajakan yang lebih berat, seperti penghindaran pajak atau pemalsuan dokumen. Hukuman pidana mungkin melibatkan hukuman penjara, denda yang lebih besar, atau kombinasi keduanya. Melalui kedua bentuk sanksi tersebut, pemerintah bertujuan agar wajib pajak lebih patuh dan akuntabel dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya, sehingga penerimaan negara dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif dan pidana di bidang perpajakn tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakkan hukum, namun juga merupakan insiatif penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna menciptakan kerangka perpajakan yang adil dan berkelanjutan.
Studi ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi yang tinggal di Kutai Timur dan terdaftar dalam KPP Pratama Bontang. Pemilihan objek ini didasari pada fakta bahwa masyarakat Kutai Timur tetap memenuhi kewajiban perpajakan, seperti pembayaran dan pelaporan pajak, melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP). Hal ini dikarenakan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) yang berada di Kutai Timur merupakan unit kerja yang berada di bawah koordinasi KPP Pratama Bontang. Dengan demikian, setiap wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta melakukan administrasi perpajakan melalui KP2KP Kutai Timur, secara otomatis akan tercatat dalam KPP Pratama Bontang. Oleh karena itu, semua urusan administrasi perpajakan wajib pajak di Kutai Timur tetap dikelola dan dipusatkan di KPP Pratama Bontang. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan pajak tersebut memegang peranan penting dalam mendukung penerimaan negara dan kelancaran pembangunan nasional. Tingkat kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kesadaran wajib pajak, pemahaman mengenai perpajakan, serta efektivitas penerapan sanksi pajak. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menjadi acuan evaluasi atas pelaksanaan kewajiban perpajakan masyarakat Kutai Timur agar sesuai dengan peraturah yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengangkat judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kutai Timur Yang Terdaftar Dalam KPP Pratama Bontang”.













[bookmark: _Toc203007731]Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dapat dijadikan bahan kajian didasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan diatas adalah :
1. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kutai timur yang terdaftar di kpp pratama bontang?
2. Apakah pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kutai timur yang terdaftar di kpp pratama bontang?
3. Apakah sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kutai timur yang terdaftar di kpp pratama bontang?
[bookmark: _Toc203007732]Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian tersebut ialah :
1. Menguji kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kutai timur yang terdaftar dalam kpp pratama bontang.
2. Menguji pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kutai timur yang terdaftar dalam kpp pratama bontang.
3. Menguji sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kutai timur yang terdaftar dalam kpp pratama bontang.

[bookmark: _Toc203007733]Manfaat Penelitian
[bookmark: _Toc203007734]Manfaat Teoritis
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Menambah wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi., 
2. Dapat di jadikan sebagai referensi bagi peneliti yang tertarik dalam studi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
3. Penelitian ini membantu meningkatkan pemahaman mengenai pajak orang pribadi.
[bookmark: _Toc203007735]Manfaat Praktis
1. [bookmark: _Hlk167997191][bookmark: _Hlk167997179]Pada penelitian ini dapat Memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta bagaimana kesadaran, pemahaman, dan sanksi dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan mereka.
2. Pada penelitian ini dapat Memberikan referensi tambahan bagi penelitian sejenis yang ingin mengeksplorasi faktor-faktor kepatuhan pajak di daerah lain atau dengan variabel tambahan.
3. Pada penelitian dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih baik dan meningkatkan penerimaan pajak melalui pendekatan berbasis kesadaran dan pemahaman masyarakat.
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[bookmark: _Toc203007737]TINJAUAN PUSTAKA
[bookmark: _Toc203007738] Landasan Teori
[bookmark: _Toc203007739]Theory Planned of Behavior (TPB)
	Teori yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Theory of Planned Behavior (TPB). Pada teori tersebut menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dapat mempengaruhi munculnya perilaku tersebut dalam tindakan nyata. Niat berperilaku ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Menurut Ajzen (1991), ke tiga faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap perilaku individu, termasuk perilaku wajib pajak dikarenakan kepatuhan wajib pajak tidak hanya di tentukan oleh keyakinan individu, tetapi juga oleh norma sosial, serta persepsi individu terhadap kemudahan atau hambatan yang dijalankannya. Teori yang digunakan pada penelitian ini, sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian Yunia et al. (2021), yang menyatakan bahwa perilaku patuh dan tidak patuh terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak.
	Berdasarkan penjelasan diatas, niat dibentuk berdasarkan 3 faktor yaitu behavior beliefs, yang merupakan keyakinan seseorang tentang konsekuensi atau hasil dari suatu perilaku. Dalam konteks kepatuhan pajak, semakin positif keyakinan seseorang terhadap dampak bagi kepentingan umum seperti pembangunan infrasturktur, pendidikan, dan pelayanan publik, maka semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk memiliki sikap mendukung terhadap kepatuhan pajak. keyakinan bahwa pajak digunakan secara efektif akan membentuk niat yang kuat untuk membayar pajak secara sukarela. Berdasarkan dari penelitian ini, variabel kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan memiliki keterkaitan dengan behavioral beliefs karena keduanya mencerminkan keyakinan wajib pajak tentnang manfaat dari perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dalam konteks kesadaran wajib pajak, hal ini serupa dengan penelitian  Putra et al. (2021), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berkaitan dengan behavior beliefs. Wajib pajak yang memiliki keyakinan bahwa membayar pajak akan menghasilkan manfaat untuk kepentingan umum, seperti membantu pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pelayanan publik. Dari keyakinan tersebut akan membentuk cara pandang logis yang dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari pihak lain. 
	Sementara itu, dalam konteks pemahaman perpajakan, hal ini serupa juga dengan penelitian Zahrani (2019) yang mengatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki kaitan dengan behavioral belief.  Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakannya. Ketika wajib pajak memahami hak, kewajiban, serta manfaat dari pajak, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi kecenderungan perilaku untuk taat terhadap kewajiban perpajakan. Keyakinan ini akan membentuk sikap mendukung terhadap kepatuhan pajak.
	Selanjutnya ada normative beliefs, yaitu keyakinan seseorang mengenai harapan atau pendapat orang lain misalnya keluarga atau teman terkait dengan suatu perilaku tertentu. Dalam konteks kepatuhan pajak, jika seseorang merasa bahwa orang-orang disekitarnya, seperti keluarga atau teman dekatnya melakukan kewajiban perpajakan secara konsisten, maka akan menimbulkan dorongan sosial untuk melakukan hal yang serupa. Hal ini menegaskan bahwa normative beliefs dapat menjadi pemicu internal untuk meningkatkan niat dan tindakan untuk patuh terhadap pajak. 
	Selain behavior beliefs dan normative beliefs, faktor yang turut mempengaruhi niat dan perilaku adalah control beliefs, yaitu suatu keyakinan seseorang mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kemampuan individu dalam melakukan suatu perilaku. Dalam konteks perpajakan, control beliefs mencerminkan sejauhmana wajib pajak merasa mampu atau tidak mampu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti melaporkan SPT dan membayar pajak secara tepat waktu. Misalnya wajib pajak merasa bingung karena tidak memahami prosedur perpajakan. Namun, keberadaan sanksi pajak dapat memperkuat control beliefs dengan mendorong wajib pajak untuk mencari solusi agar terhindar dari hukuman sanksi yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, sanksi pajak memiliki keterkaitan dengan control beliefs, sebagaimana yang dijelaskan oleh penelitian Siahaan & Halimatusyadiah (2018), bahwa sanksi pajak termasuk dalam elemen control beliefs, karena kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap potensi dampak sanksi yang akan diterima apabila melanggar peraturan. 
	Pada akhirnya, semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa  teori ini menguraikan perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dihasilkan dari niat yang dibentuk melalui pertimbangan terhadap keyakinan perilaku, norma sosial, serta persepsi terhadap kendala dan kemampuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Niat inilah yang kemudian menenukan apakah seseorang akan patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketiga aspek ini memiliki peran penting dalam membentuk niat dan perilaku wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran, pemahaman, dan penerapan sanksi yang tepat dapat menjadi strategi yang efektif untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. 
[bookmark: _Toc203007740]Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
	Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah kewajiban wajib pajak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan aturan yang ditetapkan, sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan negara yang diharapkan bersifat sukarela. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak. Wajib pajak berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1, bahwa yang dimaksud wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, potongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada upaya peningkataan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Milleniasofianti & Wahyudi, 2022). 
	Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sistem perpajakan di Indonesia menerapkan mekanisme self-assessment, yang mewajibkan wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dalam sistem ini, apabila seorang wajib pajak telah memenuhi persyaratan subjektif yakni sebagai subjek pajak yang diakui menurut ketentuan hukum serta persyaratan objektif, yaitu memiliki penghasilan atau keadaan yang menjadi objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka wajib pajak tersebut berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Dengan demikian, sistem self-assessment menuntut setiap wajib pajak untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu adanya penetapan dari pihak otoritas pajak. (Sinaga & Arista, 2022).
	Kaitan erat dengan mekanisme self-assesment, kepatuhan wajib pajak orang pribadi menjadi faktor utama dalam keberhasilan sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah keadaan di mana wajib pajak, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang menjalankan kegiatan atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan dalam perpajakan bersifat formal, mencakup pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan, serta pemahaman dan ketaatan terhadap sanksi perpajakan. Kepatuhan wajib pajak memiliki fungsi utama dalam memastikan kelancaran penerimaan pajak negara, mendukung pembangunan ekonomi, serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, kepatuhan pajak juga berperan dalam mencegah praktik penghindaran pajak dan memastikan bahwa setiap wajib pajak berkontribusi secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Ningrum et al., 2021).
	Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak orang pribadi atau badan dalam membayar pajak penghasilan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara, sehingga wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, maka akan membantu meningkatkan penerimaan negara. Oleh sebab itu, kepatuhan wajib pajak pribadi maupun badan sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara.
[bookmark: _Toc203007741]Kesadaran Wajib Pajak 
	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak suatu kondisi yang mana wajib pajak menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam konteks wajib pajak orang pribadi, Kesadaran wajib pajak memiliki korelasi dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketika WPOP memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Kesadaran ini mencakup pemahaman bahwa pajak merupakan kontribusi bagi pembangunan negara, serta kesadaran akan konsekuensi dari penundaan atau penghindaran pembayaran pajak Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (As’ari, 2018). 
	Hal ini sejalan dengan penelitian Sinaga & Arista (2022) yang mengatakan bahwa tingginya kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka akan mengakibatkan mereka lebih seukarela dalam membayar pajak penghasilan tanpa adanya keterpaksaan. Tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki wajib pajak akan membuat tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga meningkat. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan (Hidayat & Gunawan, 2022).
	Dengan demikian, kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketika individu memahami dan menyadari pentingnya pajak sebagai kontribusi bagi pembangunan negara, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Selain itu, kesadaran akan konsekuensi dari penundaan atau penghindaran pembayaran pajak juga mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak harus terus dilakukan guna mendukung kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan optimal bagi penerimaan negara.
[bookmark: _Toc203007742]Pemahaman Perpajakan 
	Pemahaman Perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Sejalan dengan penelitian ini, kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat diprngaruhi oleh tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pemahaman perpajakan mencerminkan sejauh mana individu mengetahui sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia serta bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan mekanisme perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan yang baik akan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Warongan et al., 2017).
	Selain itu, pemahaman perpajakan memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Dengan demikian dalam konteks kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemaham perpajakan memiliki fungsi sebagai faktor utama yang mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak secara sukarela. Dengan adanya pemahaman yang baik, wajib pajak akan lebih mudah dalam menginterpretasikan ketentuan pajak, menghindari kesalahan dalam pelaporan, serta mengurangi potensi ketidakpatuhan yang disebabkan oleh ketidaktahuan. Selain itu, pemahaman perpajakan yang tinggi juga dapat membangun kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi penting bagi pembangunan negara, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan harus menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Riswanto et al., 2017).
	Oleh sebab itu, pemahaman pajak sangat penting bagi wajib pajak, pemahaman perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin baik pemahaman terhadap peraturan pajak, semakin tinggi kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Selain itu, pemahaman yang baik mencegah kesalahan pelaporan dan membangun kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi bagi pembangunan negara. Oleh karena itu, edukasi perpajakan perlu ditingkatkan guna mendorong kepatuhan yang lebih optimal.
[bookmark: _Toc203007743]Sanksi Perpajakan
	Sanksi merupakan tindakan berupa hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang berfungsi sebagai pedoman bagi seseorang dalam bertindak, menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks perpajakan, sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar kebijakan perpajakan (Supriatiningsih & Jamil, 2021).
	Sejalan dengan hal tersebut, sanksi dalam perpajakan memiliki peran penting karena pemerintah Indonesia menerapkan sistem self-assessment dalam proses pemungutan pajak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Faktanya, masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pemberian sanksi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Semakin berat sanksi yang diterapkan, semakin besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi yang tegas juga berperan penting dalam memberikan efek jera, sehingga wajib pajak tidak mengabaikan kewajibannya. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan tertib dan sesuai dengan target yang ditetapkan, pemerintah telah menetapkan pedoman yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).
	Lebih lanjut, sanksi pajak berkontribusi pada pembentukan sikap positif terhadap kepatuhan pajak karena adanya pemahaman bahwa konsekuensi ketidakpatuhan lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, norma subjektif juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap pentingnya hukum perpajakan. Persepsi terhadap perilaku risiko hukum dan sanksi yang tegas dapat meningkatkan perilaku patuh, terutama ketika individu merasa mampu memenuhi kewajiban perpajakan mereka tanpa menghadapi risiko dikenai sanksi. Oleh karena itu, sanksi pajak diberlakukan untuk menindak wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi ini mencakup administrasi dan hukum pidana yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan serta mencegah pelanggaran di masa mendatang. Dengan penerapan sanksi yang tegas dan adil, wajib pajak akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajibannya, sehingga tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat secara signifikan (Kodriyah et al., 2017).
	Selain itu sanksi pajak juga menjadi salah satu pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan menerapankan sanksi pajak, dapat mendorong wajib pajak untuk patuh, karena sanksi yang dikenakan dapat menimbulkan kerugian lebih besar dibandingkan dengan memenuhi kewajiban perpajakan. Kerugian tersebut bisa berupa denda, sanksi administrasi, pembatasan hak, hingga ancaman pidana untuk pelanggaran berat. Oleh karena itu, sanksi perpajakan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai pencegahan agar wajib pajak lebih sadar dan patuh (Rifani & Kusuma, 2022).
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Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu
	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Elisabeth Nadia Rorong, Lintje Kalangi, Treesje Runtu
(2017)
	Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado
	Dependen (Y)
Kepatauhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Kebijakan Tax Amnesty
2. Kesadaran Wajib Pajak
3. Sanksi Pajak
	Kebijakan tax amnesty berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

	2
	Zumrotun Nafiah, Sopi, Arini Novandalina 
(2021)

	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pati
	Dependen (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Sanksi Pajak
2. Kesadaran Wajib Pajak
3. Kualitas Pelayanan Pajak
	Sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pati.

	3
	Supriatiningsih, Firhan Saefta Jamil
(2021)
	Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Dependen (Y)
Kepatauhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Kebijakan E-Filing
2. Sanksi Perpajakan
3. Kesadaran Wajib Pajak
	E- Filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib Pajak orang pribadi, sedangkan sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajip pajak orang pribadi

	4
	I Made Widnata Putra, I Nyoman Kusuma AMP, I Made Sudiartana 
(2021)
	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan E-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
	Dependen (Y)
Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Sanksi Pajak
3. Sosialisasi Pajak
4. Penerapan E-Billing 

	Kesadaran wajib pajak, penerapan E-Billing , dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. 
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	Tabel 2.1 Sambungan

	No
	Nama Peneliti
	Judul Penelitian
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	5
	Ida dan Jenni
(2021)
	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Dependen (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak
Independen (X)
1. Kewajiban Kepemilikan NPWP
2. Pemahaman Perpajakan
3. Kesadaran Wajib Pajak
	Tingkat kewajiban kepemilikan npwp, pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

	6
	Shanty Ramadhan, Mohammad Aryo Arifin, Nyanyu Ully Aulina
(2022) 
	Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu
	Dependen (Y) 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
Independen (X)
1. Pengetahuan Perpajakan 
2. Tingkat Pendidikan

	Pengetahuan Perpajakan, Tingkat pendidikan dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh singnifikan.

	7
	Merry Intan Permata, Fatmawati Zahro
(2022) 
	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Dependen (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak
Independen (X)
1. Pemahaman Perpajakan
2. Tarif Perpajakan
3. Sanksi Perpajakan
	Pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sementara tarif pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

	8
	Debbi Indriyani, Remista Simbolon
(2022) 
	Pengaruh Pemahaman Pajak, Motivasi Membayar Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Batam
2022
	Dependen (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Pemahaman Pajak
2. Motivasi Membayar Pajak
3. Sanksi Perpajakan
	Motivasi membayar pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan tidak dapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
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	9
	Nuke Sri Herviana, Elly Halimatusadiah
(2022)
	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

	Dependen (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Pemahaman Peraturan Perpajakan
2. Kesadaran Wajib Pajak 
	Peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

	10
	Muhammad Nasrun, Muhammad Adil
(2022)

	Pengaruh Penerapan E-Filing dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Dependen (Y)
Kepatauhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Penerapan E-Filing
2. Sanksi Pajak
	E-filing dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

	11
	Romasi Lumbang Gaol, Frederika Heleniwati Saruma
(2022)
	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah
	Dependen (Y)
Kepatauhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Pelayanan Fiskus
3. Penyuluhan Wajib Pajak
4. Pemeriksaan Pajak
5. Sanksi Pajak
	Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

	12
	Ni Wayan Anita Febriyanti, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, I Made Sudiartana
(2022) M
	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Prlayanan Pajak Pratama Badung Utara
	Dependen (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Kualitas Pelayanan
2. Sanksi Perpajakan
3. Motivasi Wajib Pajak
4. Sosialisasi Perpajakan 
5. Pemahaman Perpajakan
	Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
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	13
	Serlinda Afrinita Saria, Hermaya Ompusunggu
(2023)
	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan

	Dependen (Y) 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Penghasilan
Independen (X)
1. Pengetahuan Wajib Pajak
2. Kesadaran Wajib Pajak
3. Sanksi Pajak
	Pengetahuan dan kesadaran wajip pajak berpengaruh sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

	14
	Anthonia Ditha Sendy Pratiwi, Klemensia Erna Christina Sinaga
(2023) m

	Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta)
	Dependen (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi
Independen (X)
1. Motivasi Pajak
2. Pengetahuan Perpajakan
Sanksi Pajak
	Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi, sedangkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak pada wajib pajak orang pribadi

	15
	Sulastiningsih, Aldi Winata, S. Riauwanto
(2023) 

	Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta
	Dependen (Y)
Kepatauhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan
2. Kesadaran Pajak
3. Sanksi Pajak

	Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, Kesadaran Pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

	16
	Akbar Arif, Asriani Junaidi, Darwis Lannai
(2023) m

	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara
	Dependen (Y)
Kepatauhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Sanksi Perpajakan
2. Motivasi Wajib Pajak
Sosialisasi Perpajakan
	Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
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	17
	Nadila Safitri, Arief Himmawan Dwi Nugroho
(2024) M
	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Dependen (Y)
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Independen (X)
1. Kesadaran Wajib Pajak
2. Pengetahuan Wajib Pajak
3. Kualitas Pelayanan
4. Sanksi Perpajakan
Motivasi Wajib Pajak
	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Motivasi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

	Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)
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Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)
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[bookmark: _Toc203007747]Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
	Kesadaran pajak adalah kerelaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela tanpa paksaan, meskipun manfaatnya tidak dirasakan langsung. Dalam konteks ini, kesadaran wajib pajak memiliki peran yang penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siahaan & Halimatusyadiah (2018), yang mengatakan bahwa Theory of Planned Behavior memiliki kaitan dengan kesadaran wajib pajak khususnya komponen behavioral beliefs. Pada komponen ini, kesadaran yang tinggi mencerminkan keyakinan positif terhadap manfaat membayar pajak, sehingga mendorong sikap patuh terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, kesadaran yang tumbuh dari dalam diri setiap wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Hal ini tentu memberikan dampak positif bagi sistem perpajakan, karena wajib pajak yang sadar akan tanggung jawabnya cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak. 
	Kepatuhan ini juga mencerminkan ketaatan terhadap hukum perpajakan yang berlaku bagi semua pihak tanpa pengecualian. Oleh sebab itu, kesadaran perpajakan seharusnya muncul dari kemauan pribadi, tanpa harus menunggu pemeriksaan, karena keinginan untuk patuh merupakan kunci keberhasilan pemungutan pajak. Meskipun hasil pemungutan pajak tidak dinikmati secara langsung oleh wajib pajak, kesadaran dan kepatuhan tetap harus ditanamkan demi mendukung peningkatan penerimaan negara (Wahyuni, 2018).
	Oleh sebab itu, peneliti berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula rasa tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pendapat diatas pun mendapatkan dukungan dari hasil penelitian Wahyuni (2018), Lumban Gaol & Sarumaha (2022), dan Warongan et al., (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Kesadaran yang tinggi membuat wajib pajak memahami pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara, sehingga mereka terdorong untuk membayar pajak secara tepat waktu dan lengkap. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:
H1: Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 

[bookmark: _Toc203007748]Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
	Pemahaman terhadap pajak merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih sadar dan bertanggung jawab. Pemahaman ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk keyakinan positif terhadap kepatuhan Menurut Zahrani (2019) pemahaman perpajakan berkaitan dengan behavioral beliefs, yang menjelaskan bahwa keyakinan seseorang terhadap hasil dari suatu perilaku akan mempengaruhi niat dan tindakannya. Dengan demikian, wajib pajak yang memahami dengan baik tentang sistem dan ketentuan pajak cenderung memiliki perilaku yang patuh terhadap kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengetahuan tentang prosedur pelaksanaan kewajiban, ketentuan umum, sistem dan regulasi perpajakan di Indonesia, serta fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, pemahaman perpajakan menjadi faktor krusial dalam mendorong atau membentuk perilaku kepatuhan, karena tanpa pemahaman yang memadai, tingkat kepatuhan wajib pajak akan sulit untuk ditingkatkan secara optimal. Peningkatan literasi perpajakan melalui edukasi dan sosialisasi menjadi langkah strategis untuk mendukung kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Permata & Zahro, 2022).
	Sehingga peneliti memiliki asumsi bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pernyataan diatas pun di dukung dengan hasil dari penelitian Ida & Jenni (2021), Zahrani (2019), serta Putri & Setiawan (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
[bookmark: _Toc203007749]Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
	Dalam perpajakan, penerapan sanksi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Ancaman sanksi yang tegas, seperti denda akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam membayar pajak, mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu. Peneliti Mangiwa & Asyik (2023) mengatakan bahwa sanksi pajak memiliki kaitan dengan control belief, yang menjelaskan keyakinan seseorang tentang hal yang mempermudah atau menghambat pelaksanaan suatu perilaku. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak dapat dianggap sebagai faktor penghambat yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kemampuan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Jika sanksi dirasakan berat dan diberlakukan secara konsisten, hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak untuk taat, karena mereka menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan. Oleh karena itu, sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif dalam membentuk perilaku patuh melalui peningkatan kesadaran wajib pajak (Nafiah et al., 2021).
	Selain itu, Semakin kuat persepsi wajib pajak bahwa sanksi yang diterapkan bersifat tegas dan memiliki konsekuensi nyata, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, keberhasilan sistem perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada aturan yang diterapkan, tetapi juga pada bagaimana wajib pajak memandang sanksi tersebut sebagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan mereka (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018).
	Sehingga peneliti juga memiliki asumsi bahwa dengan adanya penerapan sanksi perpajak yang tegas, adil, dan konsisten, wajib pajak akan terdorong untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Asumsi peneliti ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian, seperti yang dilakukan oleh Lende et al. (2021), Nasrun & Adil (2022), Annisah & Susanti (2021), serta Nona Dince & Nona Desy (2023) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi dan tegas sanksi yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang tegas, adil, dan efektif dinilai penting dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dikaji, peneliti merumuskan hipotesis bahwa:
H3: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
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Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)
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[bookmark: _Toc203007753] Definisi Operasional
[bookmark: _Toc203007754]Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu perilaku yang diharapkan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, benar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak memegang peranan penting, karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk masyarakat, khususnya di wilayah Kutai Timur, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajaknya, guna mendukung peningkatan penerimaan negara secara optimal. Menurut As’ari (2018) ada beberapa indikator yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, yaitu :
1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak. 
2. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu. 
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar. 
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.




Tabel 3.1 Pengukuran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
	Indikaator
	Pernyataan
	Skala

	1. Kepatuhan dalan mendaftarkan diri ke kantor pajak.
2. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.
3. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu.
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.
	1. Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri ke kantor pajak terdekat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP.
2. Wajib pajak selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Wajib pajak mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar.
4. Wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak.
5. Wajib pajak bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.
	Likert


Sumber: Data primer diolah (2025)
[bookmark: _Toc203007755]Kesadaran Wajib Pajak 
	Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. kesadaran ini mencerminkan sikap dan pemahaman wajib pajak pentingnya memenuhi kewajiban perpajakannya, serta kesadaran bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itum seluruh masyarakat, khusunya di wilayah Kutai Timur, diharapkan memiliki tingkat kesadaran yang kuat sebagai wajib pajak. Semakin masyarakat sadar akan tanggung jawab perpajakannya, maka semakin besar pula kontribusi yang dapat diberikan terhadap peningkatan penerimaan negara melalui perpajakan. Menurut As’ari (2018), ada beberapa indikator yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, yaitu:
1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak.
2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak.
3. Kondisi keuangan wajib pajak.

Tabel 3.2 Pengukuran Variabel Kesadaran Wajib Pajak
	Indikaator
	Pernyataan
	Skala

	1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak.
2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak.
3. Kondisi keuangan wajib pajak.
	1. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 
2. Wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu.
3. Wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu secara mandiri tanpa pengaruh orang lain.
4. Wajib pajak menyadari bahwa kepatuhan terhadap perpajakan merupakan sebuah kewajiban.
5. Wajib pajak menyadari bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana publik.
	Likert


Sumber: Data primer diolah (2025)
[bookmark: _Toc203007756]Pemahaman Perpajakan
	Pemahaman perpajakan menjadi salah satu yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan membantu wajib pajak dalam memahami manfaat pajak, pentingnya pajak, peraturan pajak, dan kewajiban membayar pajak. Oleh sebab itu, pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat membantu masyarakat Kutai Timur untuk patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Yusanty (2019), indikator-indikator yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan sebagai berikut: 
1. Wajib pajak memahami bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara. 
2. Wajib pajak memahami bahwa pajak dipungut berdasarkan undang-undang. 
3. Wajib pajak memahami bahwa dalam membayar pajak, ia tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung.
4. Wajib pajak memahami bahwa  pajak digunakan untuk pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat
5.  Wajib pajak memahami pajak merupakan iuran yang memaksa
Tabel 3.3 Pengukuran Variabel Pemahaman Perpajakan
	Indikaator
	Pernyataan
	Skala

	1. Wajib pajak memahami bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara.
2. Wajib pajak memahami bahwa pajak dipungut berdasarkan undang undang.
3. Wajib pajak memahami bahwa dalam membayar pajak, ia tidak mendapatkan imbalan secara langsung.
4. Wajib pajak memahami bahwa pajak digunakan untuk pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Wajib pajak memahami pajak merupakan iuran yang memaksa.
	1. Wajib pajak memahami bahwa pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah yang merupakan iuran rakyat kepada Negara.
2. Wajib pajak memahami bahwa pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Wajib pajak memahami bahwa membayar pajak tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara secara langsung.
4. Wajib pajak memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
5. Wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan iuran rakyat pada kas Negara yang sifatnya memaksa.
	Likert


Sumber: Data primer diolah (2025)
[bookmark: _Toc203007757]Sanksi Pajak
	Sanksi pajak berfungsi sebagai alat penting yang memastikan wajib pajak mematuhi ketentuan dalam undang-undang, peraturan, atau norma perpajakan. Dengan demikian, sanksi pajak tidak hanya berperan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran, tetapi juga sebagai alat pencegah terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penerapan sanksi pajak yang ketat, tegas, dan konsisten diharapkan dapat membantu mendorong motivasi masyarakat, khususnya di wilayah Kutai Timur untuk lebih menaati tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut As’ari (2018) ada beberapa indikator-indikator yang memiliki kaitan dengan sanksi pajak, yaitu:
1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa tolernasi.
Tabel 3.4 Pengukuran Variabel Sanksi Pajak
	Indikaator
	Pernyataan
	Skala

	1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
	1. Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya.
3. Wajib pajak selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Wajib pajak paham jika melanggar pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi.
5. Semakir berat sanksi pajak, maka wajib pajak semakin patuh membayar pajak.
	Likert


Sumber: Data primer diolah (2025)
[bookmark: _Toc203007758] Populasi dan Sampel
3.2.1. [bookmark: _Toc203007759]Populasi
	Populasi merupakan sekumpulan objek atau subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu, yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai area generalisasi untuk diteliti dan dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah sebanyak 38.201 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kutai Timur yang terdaftar pada KPP Pratama Bontang.
[bookmark: _Toc203007760]Sampel
	Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik Purposive Sampling yang merupakan teknik sampling dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2021). Penelitian ini menggunakan metode sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu agar selaras dengan tujuan penelitian. Kriteria yang dimaksud adalah warga kutai timur yang telah memiliki NPWP dan terdaftar dalam KP2KP dan KPP Pratama Bontang. Besar sampel yang ditentukan menggunakan rumus slovin dengan toleransi kesalahan 10%, memastikan bahwa sampel mewakili populasi secara akurat dan tepat. Rumus perhitungannya yaitu, sebagai berikut:






Keterangan : 









[bookmark: _Toc203007761]Jenis dan Sumber Data
	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang didapatkan melalui kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kutai Timur yang memiliki NPWP dan terdaftar dalam KPP Pratama Bontang ataupun KP2KP Kutai Timur. Kuesioner disusun untuk mengukur Pengaruh Kesadaran wajib pajak, Pemahaman perpajakan, dan Sanksi pajak,,terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kutai Timur yang terdaftar dalam KPP Pratama Bontang.
[bookmark: _Toc203007762]Metode Pengumpulan Data	
	Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data, dengan menggunakan skala likert 5 point untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi responden. Skala ini dipilah karena mudah dipahami, memudahkan analisis, dan data yang representatif. Variabel penelitian tersebut dijabarkan ke dalam indikator sebagai dasar penyusunan item pertanyaan, baik dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan (Sugiyono, 2021). Adapun rentang skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Skor 5 untuk kuesioner dengan jawaban Sangat Setuju
2. Skor 4 untuk kuesioner dengan jawaban Setuju
3. Skor 3 untuk kuesioner dengan jawaban Ragu-Ragu
4. Skor 2 untuk kuesioner dengan jawaban Tidak Setuju
5. Skor 1 untuk kuesioner dengan jawaban Sangat Tidak Setuju.
3.5. [bookmark: _Toc203007763]Pilot Test
	Uji coba pendahuluan (pilot test) merupakan langkah awal dalam pengembangan instrumen penelitian seperti kuesioner, yang bertujuan menilai validitas, reliabilitas, serta kejelasan dan relevanasi pertanyaan. Sehubung dengan hal tersebut, penelitian ini akan melakukan pilot test terhadap 30 responden yang memiliki pemahaman terhadap perpajakan, guna memastikan bahwa instrumen yang digunakan telah layak dan dapat dipercaya sebelum diterapkan pada responden penelitian utama.
[bookmark: _Toc203007764]Hasil Pilot Test
3.5.1.1. Uji Validitas Pilot Test
	Uji validitas tahap pilot test dilakukan pada 30 responden menggunakan aplikasi SmartPLS versi 4.0 untuk memastikan indikator penelitian valid dan layak sebagai alat ukur. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan mudah dipahami dan dapat digunakan dalam penelitian. Berikut rekapitulasi hasil outer loading seluruh item pertanyaan:
Tabel 3.5 Rekapitulasi Perhitungan Awal Hasil Outer Loading 
	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
	Y1
	0,874
	Valid

	
	Y2
	0,897
	Valid

	
	Y3
	0,868
	Valid

	
	Y4
	0,886
	Valid

	
	Y5
	0,770
	Valid

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	X1.1
	0,883
	Valid

	
	X1.2
	0,832
	Valid

	
	X1.3
	0,873
	Valid

	
	X1.4
	0,815
	Valid

	
	X1.5
	0,627
	Valid

	Pemahaman Perpajakan 
(X2)
	X2.1
	0,945
	Valid

	
	X2.2
	0,933
	Valid

	
	X2.3
	0,842
	Valid

	
	X2.4
	0,835
	Valid

	
	X2.5
	0,868
	Valid

	Sanksi Pajak
(X3)
	X3.1
	0,841
	Valid

	
	X3.2
	0,879
	Valid

	
	X3.3
	0,804
	Valid

	
	X3.4
	0,902
	Valid

	
	X3.5
	0,780
	Valid


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Berdasarkan hasil pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dengan nilai lebih dari 0,70 yaitu variabel kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak, dinyatakan valid karena berdasarkan uji validitas indikator di anggap valid jika memiliki nilai outer loading > 0,70. Namun, terdapat satu indikator X1.5 memiliki nilai 0,627 yang berada di bawah nilai batas valid > 0,70, sehingga indikator tersebut dinyatakan tidak valid dan dihapus dari model. 
Tabel 3.6 Rekapitulasi Setelah Revisi Hasil Outer Loading 
	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
	Y1
	0,875
	Valid

	
	Y2
	0,896
	Valid

	
	Y3
	0,867
	Valid

	
	Y4
	0,886
	Valid

	
	Y5
	0,771
	Valid

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	X1.1
	0,903
	Valid

	
	X1.2
	0,884
	Valid

	
	X1.3
	0,887
	Valid

	
	X1.4
	0,790
	Valid


	Pemahaman Perpajakan 
(X2)
	X2.1
	0,945
	Valid

	
	X2.2
	0,933
	Valid

	
	X2.3
	0,842
	Valid

	
	X2.4
	0,835
	Valid

	
	X2.5
	0,868
	Valid

	Sanksi Pajak
(X3)
	X3.1
	0,841
	Valid

	
	X3.2
	0,879
	Valid

	
	X3.3
	0,804
	Valid

	
	X3.4
	0,902
	Valid

	
	X3.5
	0,780
	Valid


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Setelah dilakukannya revisi hasil dari outer loading, seluruh indikator yang tersisa telah memenuhi syarat validitas, sehingga penelitian dapat dilanjutkan dan kuesioner dapat didistribusikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kutai Timur. 
Tabel 3.7 Nilai AVE (Average Variance Exstracted)
	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	0,752
	Valid

	Pemahaman Perpajakan (X2)
	0,785
	Valid

	Sanksi Pajak (X3)
	0,709
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,740
	Valid


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai AVE (Average Variance Extracted) untuk setiap variabel memiliki nilai lebih dari 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi kriteria atau syarat yang ditetapkan untuk nilai AVE yaitu > 0,50, yang berarti tingkat validitas konstruk dari variabel-variabel tersebut sudah cukup baik. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dianggap valid untuk analisis selanjutnya.

Tabel 3.8 Hasil Cross Loading
	
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	Pemahaman Perpajakan (X2)
	Sanksi Pajak (X3)
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	X1.1 
	0,903
	0,781
	0,759
	0,714

	X1.2 
	0,884
	0,711
	0,662
	0,633

	X1.3 
	0,887
	0,781
	0,722
	0,605

	X1.4 
	0,790
	0,612
	0,726
	0,719

	X2.1 
	0,750
	0,945
	0,743
	0,615

	X2.2 
	0,746
	0,933
	0,736
	0,619

	X2.3 
	0,632
	0,842
	0,883
	0,807

	X2.4 
	0,873
	0,835
	0,755
	0,653

	X2.5 
	0,681
	0,868
	0,662
	0,519

	X3.1 
	0,787
	0,659
	0,841
	0,868

	X3.2 
	0,703
	0,779
	0,879
	0,776

	X3.3 
	0,577
	0,615
	0,804
	0,711

	X3.4 
	0,633
	0,792
	0,902
	0,760

	X3.5 
	0,804
	0,838
	0,780
	0,642

	Y.1 
	0,707
	0,580
	0,732
	0,875

	Y.2 
	0,580
	0,693
	0,846
	0,896

	Y.3 
	0,692
	0,799
	0,833
	0,867

	Y.4 
	0,704
	0,607
	0,799
	0,886

	Y.5 
	0,667
	0,500
	0,640
	0,771


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Dari hasil cross loading pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel laten memiliki nilai indikator yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pada variabel laten lainnya. 
3.5.1.2. Uji Reliabilitas Pilot Test
	Uji reliabilitas dilakukan terhadap setiap indikator pertanyaan yang telah memenuhi kriteria validitas. Selain itu, pengujian ini juga untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan indikator dalam mengukur konstruk. Rule of thumb yang biasa digunakan untuk menilai reliabilitas konstruk adalah nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Berdasarkan uji reliabilitas, jika nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability  lebih besar dari 0,70, maka konstuk dinyatakan baik dan reliabel. Dengan demikian, data yang diperoleh dari indikator tersebut dinilai reliabel dan dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam proses analisis data penelitian.
Tabel 3.9 Hasil Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
	No
	Variabel
	Composite Reliability
	Cronbach’s Alpha
	Keterangan

	1.
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	0,891
	0,899
	Reliabel

	2.
	Pemahaman Perpajakan (X2)
	0,943
	0,943
	Reliabel

	3.
	Sanksi Pajak (X3)
	0,904
	0,897
	Reliabel

	4.
	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
	0,916
	0,911
	Reliabel


Sumber: Data Primer diolah (2025)
		Berdasarkan hasil uji reliabilitas, seluruh variabel dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak, memiliki nilai Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha di atas 0,70, yang menunjukkan bahwa seluruh konstruk penelitian ini reliabel dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.
[bookmark: _Toc203007765] Alat Analisis Data
	Penelitian ini menggunakan analisis Partial Least Square (PLS) sebagai metode pengolahan data, yang merupakan salah satu pendekatan dalam Structural Equation Modelling (SEM), dengan bantuan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menguji hubungan antar variabel dalam model penelitian.
[bookmark: _Toc203007766] Statistik Deskriptif
	Statistik deskriptif adalah metode untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa menarik kesimpulan umum. Statistik ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau angka-angka, agar data lebih mudah dipahami.
3.7.1. [bookmark: _Toc203007767]Analisis Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM)
	Pengelolaan data dengan PLS-SEM berbeda dengan metode regresi atau analisis jalur konvensional. PLS-SEM mencakup tiga tahapan utama, yaitu pengujian validitas dan reliabilitas, analisis hubungan antar variabel melalui path analysis, serta perolehan model yang sangat tepat untuk keperluan prediksi dalam analisis struktrural dan analisis regresi (Ghazali & Latan, 2015).
3.7.2. Model Pengukuran (Outer Model)
	Model pengukuran (Outer Model) dalam PLS-SEM digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas indikator yang membentuk konstruk. Selain itu dalam uji validitas terbagi menjadi dua yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Pengujian ini bertujuan agar setiap indikator benar-benar mempresentasikan konstruk yang dimaksud seacara akurat dan konsisten.
3.7.2.1. Uji Validitas
	Uji validitas dalam penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap indikator penelitian mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara tepat. Pengujian validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan (Ghazali & Latan, 2015).
1. Validitas Konvergen (Convergent Validity) 
Validitas konvergen bertujuan untuk mengukur sejauh mana indikator-indikator yang terdapat dalam suatu variabel saling berkorelasi dan mampu mewakili konstruk yang diukur. Pengujian validitas konvergen dilakukan melalui nilai outer loading dari masing-masing indikator pada variabel yang bersangkutan. Rule of thumb yang biasanya digunakan untuk menilai validitas konvergen yaitu nilai outer loading > 0,70 serta nilai AVE (average variance extracted) harus mencapai > 0,50 (Ghazali & Latan, 2015).
2. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity) 
Validitas diskriminan bertujuan untuk mengukur sejauh mana suatu konstruk laten dapat dibedakan secara empiris dari konstruk lainnya. Cara menguji validitas diskriminan (discriminant validity) yaitu menggunakan indikator refleksi dengan melihat nilai cross loading pada setiap variabel harus memiliki nilai > 0,70. Adapun cara alternatif lainnya yang digunakan untuk menguji validitas diskriminan yaitu dengan membandingkan nilai AVE (Average Variance Extracted) dan nilai korelasi antar variabel, dengan rekomendasi nilai AVE > 0,50 (Ghazali & Latan, 2015).
3.7.2.2. Uji Reliabilitas	
		Uji reliabilitas bertujuan untuk menilai sejauh mana indikator kuesioner mampu memberikan hasil yang akurasi, konsisten, dan ketepatan dalam mengukur suatu konstruk penelitian. Suatu variabel dianggap reliabel jika jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut konsisten. Cronbach’s alpha dan Composite Reliability digunakan sebagai metode pengujian dalam penelitian ini karena efektivitasnya dengan skala seperti skala likert. Uji reliabilitas biasanya dilakukan setelah uji validitas, dengan tolak ukurnya adalah nilai Composite Reliability serta nilai Cronbach’s alpha harus lebih besar dari 0,70, yang berarti variabel tersebut dianggap reliabel atau memenuhi kriteria (Ghazali & Latan, 2015).
3.7.3. [bookmark: _Toc203007768]Model Struktural (Inner Model)
	Dalam model struktural (Inner Model) terdapat dua komponen item yang digunakan dalam mengevaluasi model tersebut, yaitu nilai R-Square, F-Square, dan Path analysis.
3.7.3.1. Uji R-Square
	Uji R-Square digunakan untuk menghitung persentase seberapa besarnya kontribusi seluruh variabel laten eksogen yang dapat mempengaruhi variabel laten endogen, serta untuk menilai besarnya fluktuasi variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Menurut Ghazali & Latan (2015), R-Square dibagi menjadi 3 tingkatan, sebagai berikut:
1. 0,67 (nilai yang tinggi)
2. 0,33 (nilai yang sedang)
3. 0,19 (nilai yang rendah)

3.7.3.2. Uji F-Square
     Uji F-Square digunakan untuk menilai sejauh mana kekuatan pada setiap variabel laten eksogen memberikan pengaruh terhadap variabel laten endogen, setelah variabel tersebut dimasukkan kedalam model. Menurut Ghazali & Latan (2015) uji F-Square dikategorikan menjadi tiga tingkat, yaitu:
1. Jika nilai f2 0,02 (kecil)
2. Jika nilai f2 0,15 (sedang)
3. Jika nilai f2 0,35 (besar)
3.7.3.3. Path Analysis 
	Path analysis digunakan untuk menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel dalam model. Path analysis melibatkan pengujian hubungan antar variabel untuk mengidentifikasi dan menilai pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel dependen (Ghazali & Latan, 2015).
3.7.4. [bookmark: _Toc203007769]Uji Hipotesis 
	Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Struktural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Leaast Square (PLS) melalui aplikasi SmartPLS versi 4.0. Tujuan utama pengujian hipotesis adalah untuk memastikan bagaimana masing-masing variabel independen berkontribusi terhadap penjelasan variabel dependen, selain itu pengujian hipotesis juga untuk menentukan apakah suatu hipotesis itu diterima atau ditolak. Rules of thumb yang digunakan melihat nilai path coefficient dan dengan tingkat signifikansi p-value kurang 0,05 (5%) (Ghazali & Latan, 2015).
Adapun kriteria diterimanya hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai path coefficient positif dan tingkat signifikan p-value < 0,05.
2. Sebaliknya, hipotesis dinyatakan ditolak apabila hasil nilai path coefficient negatif atau nilai signifikansi p-value > 0,05.
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[bookmark: _Toc203007770]BAB Ⅳ
[bookmark: _Toc203007771]HASIL DAN PEMBAHASAN
[bookmark: _Toc203007772] Gambaran Umum Objek Penelitian
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang yang berdomisili di Kutai Timur dan telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Bontang dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peneliti menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner tersebut disebarkan secara online melalui Google Form yang dibagikan lewat media sosial guna mempermudah akses dan jangkauan responden dalam menjawab pertanyaan.
Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner
	Keterangan
	Jumlah

	Jumlah kuesioner yang disebarkan
	100

	Kuesioner yang Kembali
	100

	Kuesioner yang tidak lengkap
	0

	Kuesioner yang dapat digunakan
	100


Sumber: data primer yang diolah (2025)
[bookmark: _Toc203007773]Jenis Kelamin Responden
	Dalam penelitian ini, 100 responden dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, dimana 73 diantaranya adalah wajib pajak laki-laki dan 27 lainnya adalah wajib pajak perempuan, sehingga membentuk dua kelompok responded yang berbeda dan spesifik. Untuk informasi lebih lanjut, terlihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden
	Jenis Kelamin
	Jumlah
	Persentase (%)

	Laki-Laki
	73
	73%

	Perempuan
	27
	23%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data primer diolah (2025)
[bookmark: _Toc203007774]Usia Responden
	Responden dari penelitian ini berjumlah 100 orang dan dikategorikan berdasarkan usia, di mana terdapat 16 responden yang berusia 21-25 tahun, 6 responden berusia 26-30 tahun, 4 responden berusia 31-35 tahun, 6 responden berusia 36-40 tahun, 68 responden berusia >40 tahun.
Tabel 4.3 Usia Responden
	Usia
	Jumlah
	Persentase (%)

	21-25 Tahun
	16
	16%

	26-30 Tahun
	6
	6%

	31-35 Tahun
	4
	4%

	36-40 Tahun
	6
	6%

	> 40 Tahun
	68
	68%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data primer diolah (2025)
[bookmark: _Toc203007775]Pendidikan Terakhir Responden
	Dari 100 responden tersebut dikelompokkan menurut pendidikan terakhirnya, yang mencakup tidak ada responden yang berpendidikan terakhir SD, 2 orang berpendidikan SMP, 72 orang berpendidikan SMA, 3 orang berpendidikan Diploma, 18 orang berpendidikan Sarjana, 5 orang berpendidikan Pasca Sarjana.


Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden
	Pendidikan Terakhir
	Jumlah
	Persentase (%)

	SD
	0
	0%

	SMP
	2
	2%

	SMA
	72
	72%

	Diploma
	3
	3%

	Sarjana (S1)
	18
	18%

	Pasca Sarjana
	5
	5%

	Total
	100
	100%


Sumber: Data primer diolah (2025)
[bookmark: _Toc203007776] Hasil Analisis Data
[bookmark: _Toc203007777]Analisis Statistik Deskriptif  
	Analisis deskriptif dimanfaatkan untuk mengetahui respon terhadap setiap pernyataan dalam kuesioner pada masing-masing indikator. Pengukuran dilakukan dengan skala 1 sampai 5, yang merangkum tanggapan responden pada tiap indikator.
4.2.1.1. Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak
	Pada variabel kesadaran wajib pajak terdapat 5 indikator pertanyaan. Hasil analisis deskriptif kesadaran wajib pajak dijelaskan dengan nilai rata-rata dalam setiap indikator yang sudah disajikan dan ditunjukkan pada tabel dibawah:
Tabel 4.5 Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak
	Indikator Variabel
	Jawaban Responden
	Rata-rata
(Mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
	1
	3
	9
	50
	37
	4,19

	Wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu
	1
	0
	3
	57
	39
	4,31

	Wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu secara mandiri tanpa pengaruh orang lain
	0
	0
	3
	64
	33
	4,28

	Wajib pajak menyadari bahwa kepatuhan terhadap perpajakan merupakan sebuah kewajiban
	1
	3
	5
	54
	37
	4,23

	Wajib pajak menyadari bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana
	1
	4
	14
	49
	32
	4,07


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Berdasarkan analisis deskriptif, indikator X1.1 memiliki rata-rata 4,19 yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak menyadari akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan negara melalui pajak. Indikator X1.2 memiliki rata-rata 4,31 yang menunjukkan sebagian besar wajib pajak melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Indikator X1.3 memiliki rata-rata 4,28 yang menunjukkan sebagian besar wajib pajak telah memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu secara mandiri tanpa pengaruh orang lain. Indikator X1.4 memiliki rata-rata 4,23 yang berarti sebagian besar wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Indikator X1.5 memiliki rata-rata 4,07 menunjukkan sebagian besar wajib pajak menyadari bahwa pajak yang telah dibayar akan digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana.
4.2.1.2. Analisis Deskriptif Pemahaman Perpajakan
		Pada variabel pemahaman perpajakan terdapat 5 indikator pertanyaan. Hasil analisis deskriptif pemahaman perpajakan dijelaskan dengan nilai rata-rata dalam setiap indikator yang sudah disajikan dan ditunjukkan pada tabel dibawah:


Tabel 4.6 Analisis Deskriptif Pemahaman Perpajakan
	Indikator Variabel
	Jawaban Responden
	Rata-rata
(Mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Wajib pajak memahami bahwa pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah yang merupakan iuran rakyat kepada negara
	4
	1
	14
	55
	26
	3,94

	Wajib pajak memahami bahwa pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya
	0
	1
	8
	65
	26
	4,16

	Wajib pajak memahami bahwa membayar pajak tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung
	5
	5
	15
	54
	21
	3,81

	Wajib pajak memahamai bahwa pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat
	2
	3
	17
	56
	22
	3,92

	Wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara yang bersifat memaksa
	3
	15
	15
	41
	26
	3,69


Sumber: Data primer diolah (2025)
		Berdasarkan analisis deskriptif, indikator X2.1 memiliki nilai 3,94 yang menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak paham pemungutan pajak dilakukan untuk iuran rakyat kepada negara. Indikator X2.2 memiliki nilai 4,16 yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak paham jika pajak dipungut berdasarkan dengan undang-undang dan sesuai dengan aturan. Indikator X2.3 memiliki nilai 3,81 yang menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak paham jika membayar pajak tidak langsung mendapatkan jasa timbal balik dari negara. Indikator X2.4 memiliki nilai 3,92 yang berarti rata-rata wajib pajak paham bahwa pajak digunakan pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Indikator X2.5 memiliki nilai 3,69 menunjukkan rata rata wajib pajak paham bahwa pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara yang bersifat memaksa.
4.2.1.3. Analisis Deskriptif Sanksi Pajak
	Pada variabel sanksi pajak terdapat 5 indikator pertanyaan. Hasil analisis deskriptif sanksi pajak dijelaskan dengan nilai rata-rata dalam setiap indikator yang sudah disajikan dan ditunjukkan pada tabel dibawah:
Tabel 4.7 Analisis Deskriptif Sanksi Pajak
	Indikator Variabel
	Jawaban Responden
	Rata-rata
(Mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
	6
	11
	13
	54
	16
	3,66

	Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya
	5
	8
	17
	54
	16
	3,68

	Wajib pajak selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku
	0
	4
	5
	65
	26
	4,13

	Wajib pajak paham jika melanggar pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi
	2
	12
	15
	50
	21
	3,76

	Semakin berat sanksi pajak, maka wajib pajak semakin patuh membayar pajak.
	9
	15
	13
	41
	22
	3,52


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Berdasarkan analisis deskriptif, indikator X3.1 memiliki nilai 3,66 yang menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak meyakini sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Indikator X3.2 memiliki nilai 3,68 yang menunjukkan bahwa rata-rata wajib pajak meyakini jika sanksi dapat membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban pajaknya. Indikator X3.3 memiliki nilai 4,13 yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak selalu melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator X3.4 memiliki nilai 3,76 yang berarti rata-rata wajib pajak meyakini jika melanggar pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi. Indikator X3.5 memiliki nilai 3,52 menunjukkan bahwa rata rata wajib pajak meyakini jika semakin berat sanksi pajak, maka wajib pajak semakin patuh membayar pajak.
4.2.1.4. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Pada variabel kepatuhan wajib pajak terdapat 5 indikator pertanyaan. Hasil analisis deskriptif kepatuhan wajib pajak dijelaskan dengan nilai rata-rata dalam setiap indikator yang sudah disajikan dan ditunjukkan pada tabel dibawah:
Tabel 4.8 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak
	Indikator Variabel
	Jawaban Responden
	Rata-rata
(Mean)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri ke kantor pajak terdekat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	4
	3
	5
	49
	39
	4,16

	Wajib pajak selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan undang-undang
	3
	2
	5
	63
	27
	4,09

	Wajib pajak mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar
	0
	1
	19
	54
	26
	4,05

	Wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak
	0
	2
	8
	57
	33
	4,21

	Wajib pajak bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya
	3
	3
	9
	59
	26
	4,02


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Berdasarkan analisis deskriptif, indikator Y1 memiliki rata-rata 4,19 yang menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak telah mendaftarkan diri ke kantor pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Indikator  Y2 memiliki rata-rata 4,09 yang menunjukkan sebagian besar wajib pajak selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan undang-undang. Indikator Y3 memiliki rata-rata 4,05 yang menunjukkan sebagian besar wajib pajak telah mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar. Indikator Y.4 memiliki rata-rata 4,21 yang berarti sebagian besar wajib pajak melakukan pembayaran pajak selalu tepat waktu. Indikator Y5 memiliki rata-rata 4,02 menunjukkan sebagian besar wajib pajak telah bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.
[bookmark: _Toc203007778]Analisis PLS-SEM
	Hasil analisis menggunakan PLS-SEM Algorithm yang menunjukkan nilai outer loading, yaitu besarnya pengaruh masing-masing indikator terhadap variabel serta hubungan antar variabel, gambar sebagai berikut:
 Perhitungan Awal
[image: ]
Gambar 4.1 Hasil Analisis PLS-SEM Perhitungan Awal
Sumber: Data primer diolah (2025)
	Pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa indikator dinyatakan valid apabila nilai outer loading > 0,70. Pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y), empat indikator valid dan satu tidak valid yaitu Y4. Seluruh indkator pada kesadaran wajib pajak (X1) menunjukkan angka valid. Pada pemahaman perpajakan (X2), hanya satu indikator yang valid, sedangkan empat lainnya tidak memenuhi syarat seperti X2.1, X2.2, X2.3, dan X2.5. Sementara itu, sanksi pajak (X3) memiliki empat indikator valid dan satu tidak valid yaitu X3.3. 
	Dalam analisis PLS-SEM, indikator dengan nilai outer loading di bawah 0.70 di anggap tidak valid karena kontribusi indikator dalam mewakili konstruk kurang kuat. Oleh karena itu, empat indikator yang tidak valid dihapus dari model, dan pengujian ulang dilakukan untuk memastikan indikator yang tersisa memenuhi kriteria (Ghazali & Latan, 2015).
Perhitungan Setelah Revisi
[image: ]
Gambar 4.2 Hasil Analisis PLS-SEM Perhitungan Setelah Revisi
Sumber: Data primer diolah (2025)
	Pada perhitungan tahap kedua hasil analisis PLS-SEM diatas, dilakukannya dengan menghapus indikator yang memiliki nilai outer loading dibawah 0,70. Berdasarkan hasil diatas, seluruh indikator yang tersisa menunjukkan nilai outer loading > 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator telah memenuhi syarat dan layak digunakan untuk penelitian serta analisis selanjutnya.
[bookmark: _Toc203007779]Model Pengukuran (Outer Model)
	Teknik analisis SmartPLS-SEM mencakup dua aspek penting dalam mengevaluasi outer model, yaitu uji validitas melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan, serta uji reliabilitas untuk menilai konsisten indikator.
4.2.3.1. Hasil Uji Validitas
	Pengujian validitas dilakukan terhadap kuesioner yang telah disebarkan untuk memastikan tingkat ketepatannya. Suatu kuesioner dapat dianggap valid apabila mampu mengukur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengujian ini dilakukan melalui uji validitas yang meliputi validitas konvergen (Convergent Validity) dan validitas diskriminan (Discriminant Validity) (Ghazali & Latan, 2015).
1. Validitas Konvergen (Convergent Validity) 
Uji validitas konvergen dapat melalui nilai outer loading yang dimiliki masing-masing indikator.


Tabel 4.9 Hasil Outer Loading
	Variabel
	Indikator
	Outer Loading
	Keterangan

	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
	Y1
	0,838
	Valid

	
	Y2
	0,874
	Valid

	
	Y3
	0,748
	Valid

	
	Y5
	0,707
	Valid

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	X1.1
	0,747
	Valid

	
	X1.2
	0,753
	Valid

	
	X1.3
	0,779
	Valid

	
	X1.4
	0,818
	Valid

	
	X1.5
	0,762
	Valid

	Pemahaman Perpajakan (X2)
	X2.4
	1,000
	Valid

	Sanksi Pajak
(X3)
	X3.1
	0,924
	Valid

	
	X3.2
	0,886
	Valid

	
	X3.4
	0,763
	Valid

	
	X3.5
	0,834
	Valid


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Berdasarkan tabel diatas, memperlihatkan bahwa seluruh nilai outer loading pada indikator melebihi > 0,70 yang berarti bahwa konstruk yang digunakan telah memenuhi syarat validitas. Selain itu, untuk memenuhi nilai validitas konvergen secara lebih menyeluruh, juga dapat dilihat dari nilai AVE (Average Variance Extracted), dimana konstruk dianggap valid apabila nilai AVE > 0,50.
Tabel 4.10 Hasil Nilai AVE
	Variabel
	Nilai AVE
	Keterangan

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	0,596
	Valid

	Sanksi Pajak (X3)
	0,729
	Valid

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,631
	Valid


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Berdasarkan tabel diatas, tiga variabel yaitu kesadaran wajib pajak (X1), sanksi pajak (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid karena memiliki nilai AVE > 0,50.
 
2. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity) 
	
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	Pemahaman Perpajakan (X2) 
	Sanksi Pajak (X3)
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	X1.1 
	0.747 
	0.325 
	0.175 
	0.346 

	X1.2 
	0.753 
	0.169 
	0.256 
	0.413 

	X1.3 
	0.779 
	0.259 
	0.387 
	0.447 

	X1.4 
	0.818 
	0.329 
	0.456 
	0.480 

	X1.5 
	0.762 
	0.609 
	0.469 
	0.465 

	X2.4 
	0.444 
	1.000 
	0.406 
	0.419 

	X3.1 
	0.396 
	0.337 
	0.924 
	0.585 

	X3.2 
	0.428 
	0.426 
	0.886 
	0.599 

	X3.4 
	0.461 
	0.221 
	0.763 
	0.514 

	X3.5 
	0.308 
	0.390 
	0.834 
	0.532 

	Y1 
	0.427 
	0.410 
	0.543 
	0.838 

	Y2 
	0.416 
	0.335 
	0.554 
	0.874 

	Y3 
	0.422 
	0.299 
	0.469 
	0.748 

	Y5 
	0.518 
	0.281 
	0.504 
	0.707 


Tabel 4.11 Hasil Cross Loading
 Sumber: Data primer diolah (2025)
	Tabel diatas memperlihatkan bahwa indikator di setiap blok memiliki nilai lebih dominan pada variabel konstruk asalnya, dibandingkan dengan nilai lainnya. Dengan kata lain, nilai yang ada pada setiap blok indikator variabel konstruk memiliki nilai cross loading > 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah dalam analisis cross loading.
4.2.3.2. Hasi Uji Reliabilitas
	Dalam metode PLS-SEM, pengujian reliabilitas konstruk reflektif dilakukan melalui nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability, yang digunakan untuk menilai konsisten indikator dalam mengukur suatu variabel konstruk. Suatu konstruk dianggap reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability > 0,70. Sehingga setiap variabel konstruk di anggap reliabel jika memenuhi kriteria uji reliabilitas tersebut (Ghazali & Latan, 2015).
Tabel 4.12 Hasil Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
	Variabel
	Composite Reliability
	Cronbach’s Alpha
	Keterangan

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	0,836
	0,831
	Reliabel

	Sanksi Pajak (X3)
	0,880
	0,874
	Reliabel

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,804
	0,801
	Reliabel


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha > 0,70, yang dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator konstruk adalah reliabel atau telah memenuhi kriteria uji reliabilitas. 
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	Pengujian model structural (inner model) pada analisis SmartPLS-SEM dilakukan untuk menilai kekuatan arah hubungan antar variabel laten. Adapun pengujian model strukturan (inner model) meliputi hasil nilai R-Square, F-Square, dan Path Analysis.
4.2.4.1. Hasil Uji R-Square
	Dalam menilai model struktural (inner model) menggunakan SmartPLS-SEM, langkah awal dalam mengevaluasi model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-Square, yang berfungsi untuk menghitung persentase seberapa besarnya kontribusi seluruh variabel laten eksogen dalam mempengaruhi variabel laten endogen, serta untuk mengetahui nilai besarnya fluktuasi variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen. Menurut Ghazali & Latan (2015) nilai R-Square dikategorikan kedalam 3 tingkatan, yaitu 0,19 (lemah), 0,33 (sedang), dan 0,67 (kuat).
Tabel 4.13 Hasil Uji R-Square
	Keterangan
	R-Square
	R-Square Adjusted

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	0,520
	0,505


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Nilai R-Square yang ditampilkan pada tabel diatas menunjukkan kategori (sedang) dengan angka 0.520, yang berarti sebesar 52% varians pada variabel kepatuhan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut.
4.2.4.2. Hasil Uji F-Square
	Dalam pengujian F-Square digunakan untuk mengukur nilai sejauhmana kekuatan pada setiap masing-masing variabel laten eksogen memberikan pengaruh terhadap variabel endogen. Nilai F-Square dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu 0,02 (kecil), 0,15 (sedang), dan 0,35 (besar). Semakin tinggi nilainya, semakin besar peran konstruk dalam menjelaskan variabel terikat (Ghazali & Latan, 2015). 




Tabel 4.14 Hasil Uji F-Square
	Variabel
	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	Pemahaman Perpajakan (X2)
	Sanksi Pajak (X3)
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	Kesadaran Wajib Pajakan (X1)
	
	
	
	0,131

	Pemahaman Perpajakan (X2)
	
	
	
	0,014

	Sanksi Pajak (X3)
	
	
	
	0,348

	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
	
	
	
	


Sumber: Data primer diolah (2025)
		Berdasarkan pada tabel diatas, hasil uji F-Square menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,131 yang termasuk dalam kategori tingkat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi relatif rendah, namun tetap berperan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 0,014 yang tergolong dalam kategori tingkatan kecil juga. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sangat rendah. 
		Disisi lain, variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai sebesar 0,348 yang berada dalam tingkatan sedang dan mendekati batas menuju tingkatan besar. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki kontribusi yang cukup dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak.


4.2.4.3. Hasil Uji Path Analysis
		Dalam pendekatan SmartPLS-SEM, teknik bootstrapping digunakan untuk memperoleh tingkat signifikansi pada analisis jalur. Teknik ini bertujuan untuk mengevaluasi keterkaitan antar variabel, sehingga dapat diketahui seberapa besar perngaruhnya langsung yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasilnya analisis jalur yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi: 
[image: ]
Gambar 4.3 Hasil Path Analysis
Sumber: Data primer diolah (2025)

		Gambar diatas menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan nilai pada kesadaran wajib pajak menunjukkan angka original sampel 0,299 yang berarti positif dan nilai p-value 0,006, disisi sanksi pajak menunjukkan angka original sampel 0,477 yang berarti positif dan nilai p-value 0,000. Sehingga dari data tersebut bisa dilihat bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki nilai p-value < 0,05 yang berarti signifikan, sehingga kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Disisi lain, pada variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak menunjukkan pengaruh signifikan dengan nilai original sampel 0,093 yang berarti positif dan nilai p-value 0,431 yang menunjukkan angka tersebut tidak signifikan, dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria signifikan yaitu p-value < 0,05. Sehingga pemahaman perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
		Seluruh indikator pada variabel kesadaran dan sanksi memiliki nilai outer loading > 0,70 dan signifikan, sementara pemahaman hanya memiliki satu indikator dengan nilai loading 1,000 namun tidak dapat diuji signifikansinya. Nilai R-Square sebesar 0,52 menunjukkan 52% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh ketiga variabel bebas, dengan kekuatan model tergolong sedang hingga kuat. Hasil ini mengidentifikasikan bahwa kepatuhan lebih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan sanksi dibandingkan dengan pemahaman perpajakan.

4.2.5. Hasil Uji Hipotesis
	Uji hipotesis dilakukan berdasarkan hasil analisis inner model, khususnya melalui nilai koefisien jalur (Path Coefficient) dan tingkat signifikan (p-value). Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar peran variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, serta untuk menilai apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau harus ditolak. Selain itu rule of thumb dari hasil bootstrapping adalah dengan melihat nilai path coefficient dan nilai p-value < 0,05 (5%) sebagai batas kriteria signifikan. Rincian hasil pengujuan model dapat ditemukan pada tabel 4.11.
Tabel 4.15 Path Coeffisien
	
	Original Sample (O)
	Sample Mean (M)
	Standard Deviation (STDEV)
	T statistics (|O/STDEV|)
	p-values

	(X1) Kesadaran Wajib Pajak -> (Y) Kepatuhan Wajib Pajak 
	0.299 
	0.317 
	0.106 
	2.830 
	0.006 

	(X2) Pemahaman Perpajakan -> (Y) Kepatuhan Wajib Pajak 
	0.093 
	0.077 
	0.118 
	0.791 
	0.431 

	(X3) Sanksi Pajak -> (Y) Kepatuhan Wajib Pajak 
	0.477 
	0.475 
	0.102 
	4.670 
	0.000 


Sumber: Data primer diolah (2025)
	Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SmartPLS pada masing-masing hipotesis, dilakukan simulasi lanjutan melalui teknik bootstrapping terhadap data sampel. Penerapan metode bootstrapping ini bertujuan untuk mengurangi potensi ketidakwajaran data atau mengatasi data yang tidak normal. Adapun hasil analisis yang dilakukan dengan SmartPLS diperoleh melalui proses bootstrapping disajikan sebagai berikut:
1. Hipotesis Pertama (H1) 
Hipotesis pertama menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis tersebut, ditunjukkan oleh nilai original sampel 0,229 yang artinya positif dan  nilai p-value 0,006, yang berarti nilai tersebut memenuhi kriteria signifikansi, yaitu p < 0,05. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima.
2. Hipotesis kedua (H2)
Hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi, pada hipotesis penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang menunujukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan dikarenakan pada variabel tersebut menunjukkan nilai original sampel 0,093 yang artinya positif dan nilai p-value 0,431 yang berarti nilai tersebut tidak sesuai dengan kriteria yaitu p < 0,05. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak.
3. Hipotesis ketiga (H3)
Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis tersebut, ditunjukkan oleh nilai original sampel 0,477 yang artinya dan p-value 0,000 yang berarti bahwa nilai tersebut memenuhi kriteria signifikansi, yaitu p < 0,05. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima.
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	Tabel dibawah ini menyajikan ringkasan temuan dari hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, sebagai berikut:
Tabel 4.16 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis
	
	Hipotesis
	Keterangan

	H1
	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	Diterima

	H2
	Pemahaman perpajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	Ditolak

	H3
	Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
	Diterima


Sumber: Data primer diolah (2025)
4.3.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
	Hasil analisis hipotesis pertama (H1) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai original sampel sebesar 0,229 yang bernilai positif dan nilai p-value 0,006 yang telah memenuhi kriteria signifikansi, yaitu p < 0,05 yang berarti hipotesis tersebut dapat diterima. Artinya, kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kutai Timur. Dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpajakan, memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat menyadari bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, mereka cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap kuesioner pada indikator X1.2 diperoleh rata-rata tertinggi yaitu 4,31 dengan pertanyaan “wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu” yang mana mayoritas responden menjawab “setuju” dan “sangat setuju”.
	Dari hasil tersebut dibuktikan bahwa sebagian besar wajib pajak memiliki rasa sadar akan pentingnya pajak, sehingga wajib pajak melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu. Hal tersebut dapat berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan, yang pada akhirnya akan mendukung kelancaran penerimaan pajak oleh negara. Semakin besar penerimaan pajak yang berhasil dukumpulkan, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum dan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan layanan sosial lainnya. Penjelasan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida & Jenni, (2021), yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
	Melalui pendekatan Theory Planned Behavior (TPB), kesadaran merupakan salah satu faktor utama yang membentuk niat dan perilaku seseorang, termasuk perilaku dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketika seseorang memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya pajak, misalnya dengan menyadari bahwa pajak digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya, maka kesadaran tersebut akan mendorong keinginan untuk membayar pajak dengan sukarela. Artinya, kesadaran bukan hanya soal tahu apa itu pajak, melainkan juga tentang keyakinan bahwa membayar pajak bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 
4.3.2. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Berdasarkan hasil analisis terhadap hipotesis kedua (H2), ditemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai original sample sebesar 0,093 yang berarti positif dan nilai p-value 0,431 yang mana nilai tersebut tidak memenuhi batas signifikansi, yaitu p < 0,05, sehingga hipotesis kedua ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan menjadi salah satu hal yang positif dalam meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Adapun hasil tanggapan responden terhadap kuesioner pada indikator X2.2 diperoleh nilai rata-rata tertinggi 4,16 dengan pernyataan “wajib pajak memahami bahwa pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya” yang mana mayoritas responden menjawab “setuju” dan “sangat setuju”.
	Dari hasil penelitian dan banyaknya responden yang menjawab pernyataan indikator X2.2, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memahami jika pajak yang dipungut tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yaitu undang-undang dan aturan yang sudah ditetapkan. Artinya, wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan bahwa pajak tersebut dipungut berdasarkan undang-undang, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang positif dan dapat meningkatkan angka kepatuhan pajak. Akan tetapi, pemahaman perpajakan tidak akan menjadi signifikan jika pemahaman tersebut tidak diiringi dengan adanya kemauan dan dorongan untuk patuh dalam membayar pajak, maka hal tersebut tidak akan berdampak apa-apa dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Akibatnya, kondisi ini memiliki potensi untuk menurunkan tingkat kepatuhan, yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan penerimaan pajak di sektor orang pribadi. Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati & Hzryati (2021), yang memili hasil yang sama yaitu pemahaman perpajakan tidak beepengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
	Meskipun hasil analisis menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, namun Theory Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa pemahaman tetap memiliki peran melalui behavioral beliefs, yaitu keyakinan terhadap hasil dari suatu tindakan. Wajib pajak yang memahami hak, kewajiban, dan manfaat membayar pajak cenderung memiliki sikap positif terhadap perpajakan. Akan tetapi, sebagaimana ditentukan dalam hasil penelitian ini, sikap positif tersebut tidak secara otomatis berujung pada kepatuhan apabila tidak disertai dengan kemauan dan dorongan dari pribadi untuk bertindak. Oleh karena itu, meskipun pemahaman perpajakan penting sebagai langkah awal, hal itu perlu didukung dengan sikap yang kuat,dan niat untuk patuh agar benar-benar menghasilkan perilaku kepatuhan yang nyata dalam perpajakan. 
4.3.3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Berdasarkan hasil analisis terhadap hipotesis ketiga (H3), ditemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini ditunjukkan dari nilai original sampel 0,477 yang berarti positif dan nilai p-value 0,000 yang telah memenuhi batas signifikansi, yaitu p > 0,05, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil kuesioner sanksi pajak pada indikator X3.3 memiliki nilai rata-rata tertinggi 4,13 dengan pernyataan “wajib pajak selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku” yang mana mayoritas responden menjawab “setuju” dan “sangat setuju”. 
	Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak mampu mendorong wajib pajak untuk patuh dalam mengisi surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi cerminan bahwa keberadaan sanksi pajak memberikan efek dalam meningkatkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, semakin tegas dan konsisten sanksi pajak yang diterapkan kepada wajib pajak yang melanggar, maka semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan adanya ancaman sanksi, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena menyadari adanya konsekuensi atas setiap betuk ketidakpatuhan terhadap perpajakan. Kondisi ini juga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara lebih tertib, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, khususnya di sektor wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini juga selaras dengan hasil yang dilakukan oleh Sulastiningsih et al. (2023) dan Nasrun & Adil (2022), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2
	Selain itu, temuan tersebut sejalan dengan Theory of Planned Behavior, dimana sanksi pajak berkaitan dengan aspek control beliefs, yaitu keyakinan seseorang terhadap faktor-faktor yang bisa  mempermudah atau hambatan dalam melakukan suatu tindakan. Sanksi pajak menjadi bentuk kontrol dari luar yang dapat mempengaruhi  pandangan wajib pajak terhadap risiko jika tidak menaati aturan perpajakan. Ketika wajib pajak menyadari bahwa ada konsekuensi yang jelas jika melanggar, seperti denda atau sanksi administrasi, maka dorongan untuk patuh pun menjadi lebih kuat. Artinya sanksi pajak tidak hanya bersifat menakutkan, tetapi juga berperan dalam membentuk kesadaran bahwa aturan perpajakan harus dipatuhi. Dengan demikian, penerapan sanksi dapat mendorong lahirnya kepatuhan yang konsisten, karena wajib pajak merasa bahwa ada tanggung jawab yang harus dijalankan.
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5.1 [bookmark: _Toc203007784]Kesimpulan
		Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kutai Timur. Artinya, semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di Kutai Timur mengenai pentingnya membayar pajak, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, kesadaran tidak hanya mencerminkan sikap patuh, akan tetapi juga memberikan dampak yang nyata dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak. Dengan meningkatkan kepatuhan yang didorong oleh kesadaran, pemerintah dapat lebih optimal dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik khususnya di wilayah Kutai Timur.
2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kutai Timur. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa pemahaman perpajakan menjadi salah satu aspek positif yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak, dengan adanya pemahaman yang baik, diharapkan dapat meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak. Namun, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Artinya, meskipun banyak wajib pajak di Kutai Timur yang sudah mengerti atau memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, hal tersebut belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak apabila tidak diiringi dengan kemauan dan dorongan dalam diri untuk patuh. Dengan demikian,  kurangnya kemauan dan dorongan dari dalam diri dapat menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak, yang pada akhirnya akan mempengaruhi naik turunnya penerimaan pajak secara keseluruhan.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kutai Timur. Penerapan sanksi pajak yang tegas dan konsisten terbukti menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kutai Timur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya ancaman dari sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hari dan tertib, karena wajib pajak menyadari konsekuensi atas setiap pelanggaran ketidakpatuhan pajak. Oleh sebab itu, secara tidak langsung sanksi pajak memiliki kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. 





5.2 [bookmark: _Toc203007785]Saran
		Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah disampaikan, peneliti menyusun beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, sebagai berikut:
1. Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan KPP Pratama Bontang, disarankan untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan secara konsisten dan berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya wilayah Kutai Timur. Sosialisasi tersebut sebaiknya tidak hanyak bersifat formal, tetapi juga menggunakan pendekatan edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam agar kesadaran dan pemahaman terhadap perpajakan semakin meningkat, sehingga memiliki dampak positif terhadap penerimaan pajak yang meningkat.
2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Pajak (KP2KP) Kutai Timur yang berada dalam naungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan KPP Pratama Bontang, disarankan juga dapat melakukan hal yang sama, khususnya yang berada di wilayah Kutai Timur yang belum banyak mendapatkan akses atau pemahaman tentang perpajakan. Dengan melalui pendekatan yang lebih personal dan komunikatif, diharapkan KP2KP Kutai Timur mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan pajak dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten. Hal ini penting untuk memberikan efek jea sekaligus membangun persepsi bahwa sistem perpajakan dijalankan secara profesional dan tanpa pandang bulu, sehingga mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.
4. Bagi wajib pajak, diharapkan agar terus meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pajak. Hal ini penting agar kewajiban perpajakan dapat terpenuhi secara mandiri, tepat waktu, sesuai ketentuan, sehingga mendukung keberlangsungan pembangunan daerah dan nasional,
5. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas cakupan wilayah serta menambahkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan, tarif pajak, dan motivasi wajib pajak, agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
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Lampiran 1. Surat Izin Penelitian
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Lampiran 2. Lembar Kuesioner
Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara(i)
Ditempat


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
		Perkenalkan saya Muhammad Rizal Rafsanjani (NIM 2101036048), mahasiswa S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, saat ini sedang melaksanakan penelitian untuk tugas akhir (Skripsi) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kutai Timur yang Terdaftar Dalam KPP Pratama Bontang”. 

Berdasarkan hal tersebut, dengan hormat sayan memohon kesedian bapak/ibu/saudara(i) untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan mengisi kuesioner yang telah disediakan. Adapun kriteria responded yang dapat mengisi kuesioner ini adalah sebagai berikut:
1. Responden merupakan warga negara indonesia yang berdomisili Kutai Timur
2. Responden memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

		Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk mengisi kuesioner berdasarkan pengalaman sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Jawaban Bapak/Ibu akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Salam Hormat,
Muhammad Rizal Rafsanjani
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden		: …………………………………
2. Jenis Kelamin		: ☐ Laki-Laki	☐ Perempuan
3. Umur				: ☐ 21-25 Tahun	☐ 36-40 Tahun
				  ☐ 25-30 Tahun	☐> 40 Tahun
				  ☐ 31-35 Tahun
4. Pendidikan Terakhir		:  ☐ SD		☐ Diploma
				   ☐ SMP		☐ Sarjana (S1)
				   ☐ SMA/SMK	☐ Pasca Sarjana
5. Warga Kutai Timur		:  ☐ Ya
6. Memiliki NPWP		:  ☐ Ya



Petunjuk Pengisian:
1) Bapak/Ibu/Saudara/(i) dimohon memberikan tanda check list (√) pada kolom jawaban sesuai dengan kondisi.Bapak/Ibu/Saudara(i).
2) Setiap pertanyaan hanya boleh dipilih satu jawaban yang paling mewakili pendapat Bapak/Ibu/Saudara/(i).

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER PENELITIAN:
	Terdapat lima pertanyaan yang terkait dengan masing-masing variabel penelitian yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Setiap pernyataan memiliki lima pilihan jawaban. Silahkan pilih jawaban dengan tanda check list (√)  yang paling sesuai dengan pendapat dan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya. Jawaban yang jujur sangat membantu dalam menghasilkan data penelitian yang valid dan bermanfaat. Adapun  dengan bobot penilaian sebagai berikut:
	Uraian
	STS
(Sangat Tidak Setuju)
	TS
(Tidak Setuju)
	R
(Ragu-Ragu)
	S
(Setuju)
	SS
(Sangat Setuju)

	Skor
	1
	2
	3
	4
	5














C. PERNYATAAN
Kesadaran Wajib Pajak (X1)
[bookmark: _Hlk201014530]Petunjuk Pengisian Kuesioner :
1. Isi semua nomor di kuesioner ini dengan memilih satu jawaban untuk setiap pertanyaan, dan pastikan tidak ada yang terlewatkan.
2. Kuesioner ini mempunyai lima (5) pilihan jawaban, yaitu:
1) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2) 2 = Tidak Setuju (TS)
3) 3 = Ragu – Ragu (R)
4) 4 = Setuju (S)
5) 5 = Sangat Setuju (SS)
	No
	Pertanyaan
	Pilihan Jawaban

	
	
	STS
	TS
	R
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
	
	
	
	
	

	2
	Wajib pajak memiliki kesadaran untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara tepat waktu
	
	
	
	
	

	3
	Wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu secara mandiri tanpa pengaruh orang lain
	
	
	
	
	

	4
	Wajib pajak menyadari bahwa kepatuhan terhadap perpajakan merupakan sebuah kewajiban
	
	
	
	
	

	5
	Wajib pajak menyadari bahwa pajak digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana publik
	
	
	
	
	










Pemahaman Perpajakan (X2)

Petunjuk Pengisian Kuesioner :
1. Isi semua nomor di kuesioner ini dengan memilih satu jawaban untuk setiap pertanyaan, dan pastikan tidak ada yang terlewatkan.
2. Kuesioner ini mempunyai lima (5) pilihan jawaban, yaitu:
1) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2) 2 = Tidak Setuju (TS)
3) 3 = Ragu – Ragu (R)
4) 4 = Setuju (S)
5) 5 = Sangat Setuju (SS)
	No
	Pertanyaan
	Pilihan Jawaban

	
	
	STS
	TS
	R
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Wajib pajak memahami bahwa pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah yang merupakan iuran rakyat kepada Negara
	
	
	
	
	

	2
	Wajib pajak memahami bahwa pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya
	
	
	
	
	

	3
	Wajib pajak memahami bahwa membayar pajak tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung
	
	
	
	
	

	4
	Wajib pajak memahami bahwa pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat
	
	
	
	
	

	5
	Wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan iuran rakyat pada kas negara yang sifatnya memaksa
	
	
	
	
	






Sanksi Pajak (X3)
Petunjuk Pengisian Kuesioner :
1. Isi semua nomor di kuesioner ini dengan memilih satu jawaban untuk setiap pertanyaan, dan pastikan tidak ada yang terlewatkan.
2. Kuesioner ini mempunyai lima (5) pilihan jawaban, yaitu:
1) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2) 2 = Tidak Setuju (TS)
3) 3 = Ragu – Ragu (R)
4) 4 = Setuju (S)
5) 5 = Sangat Setuju (SS)
	No
	Pertanyaan
	Pilihan Jawaban

	
	
	STS
	TS
	R
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
	
	
	
	
	

	2
	Sanksi pajak membuat wajib pajak jera dalam melalaikam kewajiban perpajakannya
	
	
	
	
	

	3
	Wajib pajak selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku
	
	
	
	
	

	4
	Wajib pajak paham jika melanggar pembayaran pajak maka akan dikenakan sanksi pidana dan administrasi
	
	
	
	
	

	5
	Semakir berat sanksi pajak, maka wajib pajak semakin patuh membayar pajak
	
	
	
	
	














Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
Petunjuk Pengisian Kuesioner :
1. Isi semua nomor di kuesioner ini dengan memilih satu jawaban untuk setiap pertanyaan, dan pastikan tidak ada yang terlewatkan.
2. Kuesioner ini mempunyai lima (5) pilihan jawaban, yaitu:
1) 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2) 2 = Tidak Setuju (TS)
3) 3 = Ragu – Ragu (R)
4) 4 = Setuju (S)
5) 5 = Sangat Setuju (SS)
	No
	Pertanyaan
	Pilihan Jawaban

	
	
	STS
	TS
	R
	S
	SS

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri ke kantor pajak terdekat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	
	
	
	
	

	2
	Wajib pajak selalu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
	
	
	
	
	

	3
	Wajib pajak mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar
	
	
	
	
	

	4
	Wajib pajak selalu tepat waktu dalam membayar pajak
	
	
	
	
	

	5
	Wajib pajak bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya
	
	
	
	
	








Lampiran 3 Tabulasi Data Pilot Test Diolah

[image: ]
Lampiran 4. Hasil Olah Data Pilot Test SmartPLS 4

1. Outer Laoding
	
	KESADARAN 
WAJIB PAJAK (X1)
	PEMAHAMAN 
PERPAJAKAN (X2)
	SANKSI 
PAJAK (X3)
	KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK (Y)

	X1.1
	0,883
	 
	 
	 

	X1.2
	0,832
	 
	 
	 

	X1.3
	0,873
	 
	 
	 

	X1.4
	0,815
	 
	 
	 

	X1.5
	0,627
	 
	 
	 

	X2.1
	 
	0,945
	 
	 

	X2.2
	 
	0,933
	 
	 

	X2.3
	 
	0,842
	 
	 

	X2.4
	 
	0,835
	 
	 

	X2.5
	 
	0,868
	 
	 

	X3.1
	 
	 
	0,841
	 

	X3.2
	 
	 
	0,879
	 

	X3.3
	 
	 
	0,804
	 

	X3.4
	 
	 
	0,902
	 

	X3.5
	 
	 
	0,780
	 

	Y.1
	 
	 
	 
	0,874

	Y.2
	 
	 
	 
	0,897

	Y.3
	 
	 
	 
	0,868

	Y.4
	 
	 
	 
	0,886

	Y.5
	 
	 
	 
	0,770



2. Cronbach’s Alpha, Composite Reliability, dan AVE (Average Variance Extracted)

	
	Cronbach's
alpha
	Composite
reliability (rho_a)
	Composite
reliability (rho_c)
	Average
variance
extracted (AVE)

	X1. KESADARAN 
WAJIB PAJAK
	0,866
	0,877
	0,905
	0,658

	X2. PEMAHAMAN 
PERPAJAKAN
	0,931
	0,943
	0,948
	0,785

	X3. SANKSI PAJAK
	0,897
	0,904
	0,924
	0,709

	Y. KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK
	0,911
	0,917
	0,934
	0,740





3. Cross Loading
	
	KESADARAN
WAJIB PAJAK (X1)
	PEMAHAMAN 
PERPAJAKAN (X2)
	SANKSI 
PAJAK (X3)
	KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK (Y)

	X1.1
	0,883
	0,781
	0,759
	0,714

	X1.2
	0,832
	0,711
	0,662
	0,633

	X1.3
	0,873
	0,781
	0,722
	0,605

	X1.4
	0,815
	0,612
	0,726
	0,718

	X1.5
	0,627
	0,414
	0,596
	0,536

	X2.1
	0,731
	0,945
	0,744
	0,615

	X2.2
	0,728
	0,933
	0,736
	0,619

	X2.3
	0,635
	0,842
	0,883
	0,808

	X2.4
	0,874
	0,835
	0,755
	0,652

	X2.5
	0,667
	0,868
	0,662
	0,520

	X3.1
	0,849
	0,659
	0,841
	0,868

	X3.2
	0,722
	0,779
	0,879
	0,776

	X3.3
	0,617
	0,615
	0,804
	0,711

	X3.4
	0,662
	0,792
	0,902
	0,760

	X3.5
	0,754
	0,839
	0,780
	0,642

	Y.1
	0,709
	0,580
	0,732
	0,874

	Y.2
	0,621
	0,693
	0,846
	0,897

	Y.3
	0,688
	0,799
	0,833
	0,868

	Y.4
	0,744
	0,607
	0,799
	0,886

	Y.5
	0,678
	0,500
	0,640
	0,770





Lampiran 5. Tabulasi Data Penelitian Diolah 

	Kesadaran Wajib Pajak (X1)
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)
	Sanksi Pajak (X3)
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

	X1.1
	X1.2
	X1.3
	X1.4
	X1.5
	X2.1
	X2.2
	X2.3
	X2.4
	X2.5
	X3.1
	X3.2
	X3.3
	X3.4
	X3.5
	Y1
	Y2
	Y3
	Y4
	Y5

	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	4
	5
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	5
	4
	5
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	5
	5
	5
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	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	4
	4
	4
	4
	5
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
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	5
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	4
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	4
	4
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	5
	5
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	4
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	5
	4
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	4
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	4
	4
	4
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	5

	5
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	4
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	4
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Lampiran 6. Hasil Olah Data Penelitian SmartPLS 4

1. Outer Loading
	
	KESADARAN 
WAJIB PAJAK (X1)
	PEMAHAMAN 
PERPAJAKAN (X2)
	SANKSI 
PAJAK (X3)
	KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK (Y)

	X1.1
	0,747
	 
	 
	 

	X1.2
	0,753
	 
	 
	 

	X1.3
	0,779
	 
	 
	 

	X1.4
	0,818
	 
	 
	 

	X1.5
	0,762
	 
	 
	 

	X2.4
	 
	1,000
	 
	 

	X3.1
	 
	 
	0,924
	 

	X3.2
	 
	 
	0,886
	 

	X3.4
	 
	 
	0,763
	 

	X3.5
	 
	 
	0,834
	 

	Y1
	 
	 
	 
	0,838

	Y2
	 
	 
	 
	0,874

	Y3
	 
	 
	 
	0,748

	Y5
	 
	 
	 
	0,707



2. Cronbach’s Alpha, Composite Reliability, dan AVE (Average Variance Extracted)

	[bookmark: _Hlk201930412]
	Cronbach's 
alpha
	Composite 
reliability (rho_a)
	Composite 
reliability (rho_c)
	Average 
variance 
extracted (AVE)

	X1. KESADARAN 
WAJIB PAJAK
	0,831
	0,836
	0,880
	0,596

	X3. SANKSI PAJAK
	0,874
	0,880
	0,915
	0,729

	Y. KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK
	0,801
	0,804
	0,872
	0,631








3. Cross Loading
	
	KESADARAN
WAJIB PAJAK (X1)
	PEMAHAMAN
PERPAJAKAN (X2)
	SANKSI
 PAJAK (X3)
	KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK (Y)

	X1.1
	0,747
	0,325
	0,175
	0,346

	X1.2
	0,753
	0,169
	0,256
	0,413

	X1.3
	0,779
	0,259
	0,387
	0,447

	X1.4
	0,818
	0,329
	0,456
	0,480

	X1.5
	0,762
	0,609
	0,469
	0,465

	X2.4
	0,444
	1,000
	0,406
	0,419

	X3.1
	0,396
	0,337
	0,924
	0,585

	X3.2
	0,428
	0,426
	0,886
	0,599

	X3.4
	0,461
	0,221
	0,763
	0,514

	X3.5
	0,308
	0,390
	0,834
	0,532

	Y1
	0,427
	0,410
	0,543
	0,838

	Y2
	0,416
	0,335
	0,554
	0,874

	Y3
	0,422
	0,299
	0,469
	0,748

	Y5
	0,518
	0,281
	0,504
	0,707



4. Uji R-Square
	
	R-square
	R-square adjusted

	Y. KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	0,520
	0,505



5. F-Square
	
	KESADARAN 
WAJIB PAJAK (X1)
	PEMAHAMAN 
PERPAJAKAN (X2)
	SANKSI 
PAJAK (X3)
	KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK (Y)

	X1. KESADARAN 
WAJIB PAJAK
	 
	 
	 
	0,131

	X2. PEMAHAMAN 
PERPAJAKAN
	 
	 
	 
	0,014

	X3. SANKSI PAJAK
	 
	 
	 
	0,348

	Y. KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK
	 
	 
	 
	 






6. Path Coefficient
	
	Original sample (O)
	Sample mean (M)
	Standard deviation (STDEV)
	T statistics (|O/STDEV|)
	P values

	X1. KESADARAN WAJIB PAJAK -> Y. KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	0,299
	0,317
	0,106
	2,830
	0,006

	X2. PEMAHAMAN PERPAJAKAN -> Y. KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	0,093
	0,077
	0,118
	0,791
	0,431

	X3. SANKSI PAJAK -> Y. KEPATUHAN WAJIB PAJAK
	0,477
	0,475
	0,102
	4,670
	0,000
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